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ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem
Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus
Perusahaan Investree)” ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Hasil penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Financial Technology
(Fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam persfektif hifdzu mal
(studi kasus perusahaan Investree).

Data penelitian diambil dari website resmi Investree dan wawancara
mendalam dengan pihak yang terkait serta didukung dengan literatur yang relevan
terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode
analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa financial technology (fintech)
berbasis sistem peer to peer lending (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal (studi
kasus perusahaan Investree) merupakan transaksi pinjaman online yang selaras
dengan teori hifdzu mal dan berkaitan dengan magashid ammah (ketentuan umum)
yaitu dalam upaya perlindungan harta terdapat kegiatan investasi dan distribusi
harta sehingga tidak terjadi penimbunan (idl) harta dalam kegiatan transaksi. Selain
itu transaksi juga sesuai dengan poin yang terdapat dalam magashid ammah yaitu
setiap kesepakan harus jelas, setiap kesepakatan harus adil, komitmen dengan
kesepakatan, melindungi kepemilikan, ketentuan akad — akad syariah, harta harus
terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta, investasi dengan
akad Mudharabah, keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Semua poin
terpenuhi dalam kegiatan transaksi ini. Namun dalam transaksi di Investree belum
terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) namun terdapat 2 Technichal Advisor
Sharia Business yang bertugas memberikan masukan dan membantu Investree
syariah dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari hasil penelitian diharapkan pihak Investree dapat mempertahankan
prinsip — prinsip syariah dan dapat menjalankan lebih baik lagi kedepannya.
Dengan harapan agar setiap orang dapat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah
khususnya dalam perlindungan harta. Serta perlu adanya DPS untuk mengawasi
prinsip syariah dalam kegiatan transaksi.

Kata Kunci : Financial Technology (Fintech), Peer To Peer Lending (P2PL),
Hifdzu Mal, Investree.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi industri 4.0 telah membawa arus perubahan secara signifikan di
Indonesia. Perubahaan tersebut hampir pada semua bidang yakni bidang sosial,
bidang pendidikan, bidang informasi, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan
masih banyak lagi. Fenomena ini bisa dilihat berdasarkan melonjaknya data
pengguna internet di Indonesia tiap tahunnya. Dalam data yang diambil oleh
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII) pada tahun 2018
menyatakan bahwa dari total populasi sebanyak 264,16 juta jiwa penduduk
Indonesia, ada sebanyak 171,1 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah
terhubung internet. Data tersebut menunjukan bahwasanya semakin banyak
pengguna internet di Indonesia. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya
trobosan bisnis berbasis teknologi atau yang sering dikenal dengan sebutan
financial technology (fintech). Bisnis ini memiliki dampak positif bagi
penggunanya karena mempermudah kegiatan sehari — hari. Seperti dalam
bidang transportasi bisa dengan sistem internet yaitu Go-Jek, dalam transaksi
jual beli terdapat berbagai macam e-commerce yang tersedia seperti
Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX, dan masih banyak lagi. Begitupun
dalam investasi dan pembiayaan terdapat trobosan baru yaitu Peer To Peer

Lending (P2PL).

Peer To Peer Lending merupakan platform baru transaksi keuangan yang

menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan secara langsung



mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan
dana (Yum, Lee, & Chae, 2012).! P2PL merupakan pengembangan model
bisnis sharing economy dengan berbasis technology. P2PL sebagai alternatif
pembiayaan yang selama ini di anggap rumit, dengan adanya P2PL
pembiayaan dan investasi bisa dilakukan dengan mudah. P2PL merupakan
praktik investasi dimana terjadi penggumpulan dana bagi orang — orang yang
mempunyai kelebihan dana (lender) dengan orang — orang yang membutuhkan
dana (borrower) baik UMKM maupun individu yang dilakukan secara online
melalui gadget (smartphone, tablet, maupun laptop) yang bisa dilakukan
dimana saja dan kapan saja. Adanya fintech khususnya P2PL sangat membantu

dalam meningkatkan perekonomian khususnya UMKM di Indonesia

Seiring berjalannya waktu fintech khususnya P2PL mulai bersinergi dengan
ekonomi syariah yang disebut dengan P2PL syariah. Keberadaan P2PL syariah
ini diterima dengan baik karena banyaknya penduduk muslim di Indonesia.
P2PL syariah menerapkan sistem investasi dan pembiayaan berdasarkan
prinsip — prinsip syariah. Adapun salah satu prinsip — prinsip syariah yang

diterapkan ini merupakan salah satu implementasi dari magahsid syariah.

maghasid syariah yaitu memenuhi hajat manusia dengan cara
merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka.
Terdapat 5 (lima) bentuk magashid syariah atau yang biasa disebut kulliyat al

— khamsah (lima prinsip umum) yaitu hifdzu din (melindungi agama), Hifdzu

! Jadzil Baihaqi,” Financial Technology Peer — to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesi”,
tawazun : Journal of sharia Economic law vol 1. No 2018.



nafs (melindungi jiwa), hifdzu agl (melindung pikiran), hifdzu mal (melindungi
harta) hifdzu nasab (melindungi keturunan).? Hifdzu mal merupakan salah satu
magashid yang berkaitan dengan menjaga dan memenuhi hajat dan maslahat
akan harta.® Dalam Islam harta merupakan unsur penting dalam kontrak Islam.
Harta atau mal didefinisikan sebagai suatu yang berwujud, yang mana sifat
manusia akan selalu condong kepadanya. Mal digolongkan menjadi barang
yang dapat diperdagangkan (mithliyyat) dan barang yang tidak dapat
diperdagangkan (gimiyyat). Mal juga dikategorikan sebagai harta tetap dan bisa
berpindah — pindah (manqulat) dan harta tetap dan tidak bisa berpindah tempat
(agar). Mal yang dimiliki bisa berbentuk sebagai ayn atau dayn. Ayn adalah
barang tertentu yang ada dan dalam keadaan tidak diutangkan. Sedangkan dayn
adalah harta apa saja yang dimiliki debitur baik kontan maupun diutang ketika
sudah jatuh temponya.* Harta merupakan unsur penting dalam perekonomian.
Oleh karena itu kita diberi kewajiban untuk megembangkan harta kekayaan
dengan berinvestasi. Investasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan
untuk menghindari terjadinya penimbunan harta yang mana Islam melarang

penimbunan harta.

P2PL syariah merupakan alternatif masyarakat untuk mengembangkan
hartanya dengan investasi. P2PL syariah menerapkan sistemnya berdasarkan

prinsip — prinsip syariah khususnya hifdzu mal. Adapun alasan dipilihnya

2 Dr. Oni Sahroni, Ir Adiwarman A. Karim, Magashid Bisnis & Keuangan Islam sintesis fikih dan
ekonomi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), (2016),4.

% 1bid, 65

4 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Magashid
al- Syariah, (Jakarta: Permadia Group),2018, 226



pendekatan hifdzu mal karena dalam transaksi P2PL tidak terjadi penimbunan
harta melainkan terjadinya perlindungan harta dalam investasi dan
pendistribusian harta. Yang mana hal tersebut sesuai dengan kaidah mikro
islam yakni flow concept yang menjelaskan bahwa harta terus mengalir

sehingga tidak ada harta yang tertimbun.

Salah satu prinsip syariah yang diterapkan yaitu menghindari penimbunan
harta dengan berinvetasi dan pendistribusian harta tercantum dalam ayat suci

Al — Qur’an surat Al — Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

R O O P P P | P (P FEPP L PR A
L3 55048 {3 525l 280 a5 a8 (LY 5 4050 &0 Y o8 Judd) 5 sl

i) 3 G0 5 1 58157 ) 543008 Al &g

“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
amat keras hukumannya. " ( QS Al — Hasyr :7)

Selain investasi dan pendistribusian harta pada sistem P2PL syariah juga
menerapakn prinsip syariah sesuai akad. Akad yang digunakan berkaitan

dengan ayat diatas yang mana hal tersebut relevan dengan nilai — nilai ayat

5> Departemen Agama RI, Al-Quran, dan Terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro,2010),546.



tersebut yang secara garis besar membahas terkait perlindungan harta dan
distribusi harta. Akad tersebut merupakan akad kerjasama yang meliputi
akad wakalah bil ujroh, gard, musyarakah, dan mudharabah tergantung

kesepakatan masing — masing pihak perusahaan.

Berdasarkan data OJK per Mei 2019 Terdapat 113 perusahaan P2PL di
Indonesia yang sudah terdaftar di OJK dan sebanyak 7 perusahaan yang
sudah berizin. Dari 7 perusahaan yang sudah berizin hanya 1 yang terdaftar

sebagai fintech syariah yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree).®

Investree merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan sistem
P2PL syariah. Investree menyediakan platform layanan keuangan berbasis
teknologi dengan tujuan mempertemukan orang lain yang ingin mendanai
dan orang lain yang ingin meminjam. Investree menggunakan dua akad

terpisah yaitu:

1. Akad penyelenggara dengan pemberi pembiayaan dan penerima
pembiayaan menggunakan akad wakalah bil ujroh.
2. Akad pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan

menggunakan akad gard.

Dalam Investree mejelaskan prinsip — prinsip yang diterapkan sudah
sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam aplikasinya belum adanya
pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam transaksinya

sehingga keabsahan prinsip — prinsip syariah belum bisa terjamin dan

& www.ojk.go.id diakses pada 12 Juli 2019 pukul 17.45.
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B.

terpercaya oleh masyarakat. Maka dibutuhkan kajian khusus apakah prinsip —
prinsip syariah tersebut sudah sesuai dengan magashid syariah khususnya dalam
penjagaan dan perlidungan harta (hifdzu mal) yang diwujudkan dalam Al —
Qur’an, Hadist, dan hukum Islam lainya sebagai pedoman dalam menjalankan

sistem ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud
untuk melakukan penelitian yang berjudul “Financial Technology (fintech)
Berbasis Sitem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal

(Studi Kasus Perusahaan Investree)”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

1. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka masalah

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer
Lending (P2PL).

b. Peer To Peer Lending (P2PL) syariah dalam meningkatkan
perekonomian UMKM.

c. financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer
Lending (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal pada perusahaan

Investree.



d. Perlindungan hukum konsumen pada bisnis financial technology
dengan sistem Peer To Peer Lending (P2PL) di Perusahaan

Investree.

2. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi
masalah pada pokok batasan yaitu:
a. financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer
Lending (P2PL)
b. financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer
Lending (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal pada perusahaan

Investree.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

pada penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah transaksi financial technology (fintech) berbasis sistem
Peer To Peer Lending (P2PL) ?

2. Bagaimanakah transaksi financial technology (fintech) berbasis sistem
Peer To Peer Lending (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal pada

perusahaan Investree ?



D. Kajian Pustaka
Berdasarkan pencarian kajian pustaka yang telah dilakukan oleh
penulis, berikut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait
masalah yang akan dibahas oleh penulis. Tujuan dengan adanya kajian pustaka
ini digunakan untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme dan
menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh
penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan antara

lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Rumondang dalam jurnal yang
berjudul “The Utilization of Fintech (P2P Landing) as SME’s Capital
Colution in Indonesia : Persfective in Islamic Economics (Qirad)”.’
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meneliti lebih mendalam
tentang P2PL sebagai solusi permodalan UMKM berdasarkan
perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan
bahwa fintech P2PL merupakan suatu pilihan untuk mengatasi dan
membantu perkembangan UMKM di Indonesia dimana dapat
memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Dalam
hukum Islam penerapan fintech tidak bertentangan selama transaksi jual
beli dilakukan dengan proses ijab kabul. Karena Islam tidak
memberikan kesusahan kepada umatnya, melainkan menghendaki

kemudahan bagi seluruh pemeluknya. Fintech merupakan salah satu

" Astri Rumondang, “the Utilization of Fintech (P2P Landing) as SME’s Capital Solution in
Indonesia : Perspective Islamic Economic (Qirad)”, International Conference of Moslem Society
Vol. 2, (2018).



bentuk muamalah dalam Islam yang didorong oleh kemajuan zaman.
Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas
oleh penulis adalah sama — sama yaitu membahas fintech. Sedangkan
perbedaan pada penelitian ini adalah penulis menganalisis tentang bisnis
fintech berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam perspektif
hifdzu mal pada perusahaan Investree.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrina Eka Wulandari dalam jurnal
yang berjudul “Peer To Peer Lending dalam POJK,PBI dan Fatwa DSN
MUI”. 8 Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui
regulasi peraturan P2PL dalam POJK,PBI dan DSN MUI. Hasil
penelitian tersebut menyatakan transaksi P2PL memperoleh ijin dari
OJK dan Bank Indonesia dan menurut fatwa DSN-MUI kegiatan P2PL
didasarkan atas prinsip syariah yang menggunakan akad wakalah bil
ujroh. Persamaan penelitian tersebut adalah sama — sama meneliti P2PL
dengan metode librarary research. Sedangkan perbedaan penelitian
tersebut meneliti secara menyeluruh dalam POJK,PBI dan fatwa DSN
MUI sedangkan penulis milihat dari perspektif hifdzu mal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah Ubaid Djawahir dalam jurnal
yang berjudul “Teknologi — layanan keuangan, literasi-inklusi
keuangan dan value pada fintech syariah di Indonesia”.® Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara

8 Hanik Fitriani, “Peer to Peer Lending dalam POJK,PBI dan Fatwa DSN MUI, AHKAM Vol. 6,
No. 2, (November, 2018).

® Abdillah Ubaidi Djawahir.” Teknologi — Layanan Keuanga, Literasi — Inklusi Keuangan, dan Value
pada Fintech Syariah di Indonesia”, Annual conference for Muslim Scholars, (April — 2018)
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fonomena kemajuan teknologi informasi, indeks literasi dan inklusi
keuangan serta manfaat fintech syariah di Indonesia dangan perspektif
S-O-R (stimulus — organism — response) model. Hasil dari penelitian
tersebut ialah peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia dengan
perspektif S-O-R Model, moderasi orgasm terhadap stimulus dan
response menghasilakn value manfaat. Manfaat bagi konsumen dan
pelaku bisnis jasa keuangan syariah serta perekonomian. manfaat bagi
konsumen jasa layanan keuangan syariah yaitu perluasan pilihan
produk, peningkatan kualitas layanan, dan penurunan harga. Manfaat
bagi pelaku bisnis keuangan syariah adalah memperpendek rantai
transaksi, meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operational dan
memperlancar arus informasi dan manfaat bagi perekeonomian adalah
mempercepat transmisi kebijakan moneter meningkatkan kecepatan
uang beredar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Persamaan
dalam penelitian tersebut adalah membahas tentang manfaat fintech
syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan
perspektif S-O-R (stimulus — organism — persponse) model dan penulis
menggunakan perspektif hifdzu mal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Basori Alwi dalam jurnalnya
yang berjudul “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (fintech)

yang Berdasarkan Syariah ”.1° Dalam jurnal tersebut menjelaskan

10 Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan
Syariah”, Al- Qanun, Vol. 21, No. 2, (Desember, 2018).
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tujuan penelitian untuk mengetahui fintech berbasis syariah berdasarkan
kaidah — kaidah dalam transaksi bisnis secara syariah. Hasil dari
penelitian menjelaskan bahwa kegiatan usaha dalam penyaluran
pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip — prinsip dan ketentuan
syariah serta dalam penyelenggaraanya dilakukan pengaturan dan
pengawasan secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah
yang menjalankan transaksi dengan menggunakan akad — akad syariah
yaitu akad al — gard, wakalah bil ujroh dan musyarakah.

5. Penelitian yang dilakukan olenh Hanik Fitriani dalam jurnalnya
“Kontribusi Fintech Syariah dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif
pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekanan Keuangan Syariah
dengan Situs Peer to Peer Lending pada Pertanian di Indonesia)”.'
Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kontribusi
fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian dengan
analisis pendekatan keuangan syariah pada sistus P2PL. Perbedaan dari
penelitian tersebut dengan penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu
tentang P2PL yang dilakukan oleh PT Investree dengan sasaran adalah
UMKM yang berjualan di e-commerce.

6. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irma Muzdalifa, Inayah Auliya

Rahma, Bella Gita Novalia yang berjudul “Peran Fintech dalam

11 Hanik Firiani, “Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian”,
Journal of islamic economics and business, Vol. 01. No. 01, (Januari — Juni 2018).
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Meningkatkan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan
Keuangan Syariah)”. 2 Tujuan dari penelitian ini yaitu  untuk
mengetahui peran, kendala, dan resiko fintech dalam meningkatkan
inklusi pada UMKM di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan fintech
berkontribusi dalam pengembangan UMKM khususnya dalam bentuk
pembiayaan, layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan.
Adapun kendala dalam implementasi fintech yaitu infrastruktutr, SDM,
perundang — undangan, minimnya literasi keuangan, dan resiko dalam
implementasi fintech yaitu cybercrime yang mememudahkan para
pembobol untuk melacak transaksi keuangan.

7. Penelitian yang dilakukan olen Dodi Yarli tentang “Analisis Akad
Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan
Maghasid”. ** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan
menganalisis akad — akad tijarah dalam transaksi fintech dengan
pendekatan maghasid syariah. Dalam penelitian ini menggunakan
penelitian kualitatif dengan teknik analisis melalui pendekatan
magashid syariah dan ushul figh sebagai landasan utama dalam
menentukan ijtihad hukum. Hasil penelitian menyatakan bawah fintech
syariah merupakan inovasi teknologi yang sesuai dengan keuangan

syariah. Selain terhindar dari masalah ribawi adanya fintech syariah juga

2 Irma Mudzlifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia “Peran Fintech Dalam Meningkatkan
Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), Jurnal Musharif al-
Syariah, Vol.3, No 1,(2018).

13 Dodi Yarli.”Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan
Maghasid”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9 No. 2, (Juli-Desember 2018).
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memudahkan setiap orang yang akan melakukan transaksi dan investasi
syariah. Berdasarkan magashid syariah kita harus menjaga
keseimbangan hablu minallah dan hablu minannnas dalam bentuk
muamalah. Persamaan dari penelitian menggunakan teknik analisis data
melalui magashid syariah dan ushul figh sebagai landasan utama dalam
menentukan ijtihad hukum. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu
peneliti menganalisis fintech secara menyeluruh sedangkan penulis
hanya menganalisis fintech berbasis Peer to Peer lending.

8. Penelitian yang dilakukan Miswan Ansori dalam jurnalnya pada tahun
2018 yang berjudul “Financial Technology Peer — To — Peer Lending
Berbasis Syariah di Indonesia ”.* Tujuan penelitian untuk mengetahui
konsep financial technology P2PL yang dijalankan dengan prinsip
syariah. Hasil Penelitian menyatakan P2PL syariah merupakan
penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah
yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan
melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Terdapat dua akad terpisah dalam P2PL yaitu akad oleh pemberi
pembiayaan dengan penyelenggara menggunakan akad wakalah bil —
ujrah, dan akad antara penyelenggara dengan penerima pembiayaan bisa
menggunakan akad wakalah bil — ujrah, murabahah, mudharabah,
musyarakah, ijarah, atau gqard sesuai model yang digunakan dan sesuai

Fatwa DSN — MUI No 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan

14 Jadzil Baihaqi, “Financial Technology...,116 — 131.
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Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip
Syariah.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Wibowo dalam jurnalnya yang
berjudul “Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian
di Indonesia”.*> Tujuan dalam penelitian tersebut untuk mengetahui dan
menganalisis regulasi fintech dalam membangun perekonomian
Indonesia. Hasil penelitian menyatakan fintech berkembang sangat
pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Fintech dapat bersinergi
dengan industri keuangan sehingga dapat memberikan multi manfaat
bagi masyarakat. Oleh sebab itu regulator fintech sangat diperlukan
dalam menyususun kebijakan strategi yang memastikan risisko fintech
dapat dimitigasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat
Indonesia.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Miswan Ansori dalam jurnal yang
berjudul “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (fintech)
terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah”.*® Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan dampak fintech
terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian
tersebut menyatakan bahwa kenaikan fintech mencapai 100% yaitu pada
Juni 2018 dengan nilai sebesar Rp. 7,635,474,172,634 naik menjadi

13,834,316,215,007. Hal itu dikarenakan masyarakat yang semakin

15 Budi Wibowo,” Analisa regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia”, Mercu
Buana.

16 Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri
Keuangan Syariah di Jawa tengah, Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.1 (2019).
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banyak menggunakan fintech khususnya di daerah Pulau Jawa sekitar
90% borrower dan lender berasal dari pulau Jawa. Hal ini dikarenakan
masyarakat lebih tertarik pada layanan keuangan yang lebih transparansi
informasi yang jelas, transaksi yang mudah serta bisa dilakukan di
berbagai channel. Semua manfaat itu terdapat dalam transaksi fintech.
Perkembangan fintech begitu pesat hal itu bisa dilihat dari keseluruhan
jumlah fintech di Indonesia yang terdaftar di OJK ada 88 fintech dan
hanya 2 fintech yang berbasis syariah. Adapun jenis fintech yang banyak
diminati adalah Peer To Peer Lending (P2PL). Dimana jenis fintech ini
bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone dengan syarat yang
mudah dan lebih efesien.

11. Penelitian dalam Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Paolo Pietro
Biancone, Silvana Secinaro,dan Mohamad Kamal dalam jurnal yang
berjudul “ Crowdfunding and fintech : Busisness Model Sharia
Compliant”. ' Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep
crowfunding syariah pada perusahaan yang ada di negara Islam. Hasil
dari penelitian tersebut menyatakan bahwa konsep crowdfunding
merupakan ide yang inovatif yang didasarkan prinsip solidaritas sosial
(tolong — menolong) yang sesuai dengan konsep keuangan Islam.
Crowdfunding merupakan jalan keluar dari kerumitan dalam

pembiayaan dengan memeberikan solusi yang lebih cepat, lebih mudah,

17 Paolo Pietro Biancone. et.,al, “Crowdfunding an fintech: Business Model Sharia Compliant”,
European Journal of Islamic Finance, No 12, (April,2019).
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dan sedikid resiko. Fintech dan crowdfunding di negara Islam masih
dalam pertumbuhan dengan pengguna yang menggunakan metode
syariah masih relatif kecil. Negara — negara Islam tersebut yaitu :

1. Malaysia : mempertimbangkan  platform
ekuitas yang sesuai syariah. Karena beberapa platform tidak
menyebutkan kepatuhan dengan syariah di situsnya. Contoh
Ataplus.

2. Libanon - hanya ada satu platform yaitu utang
liwwa. Dalam transaksinya menunjukan pentingnya syariah
dan menerapkan akad murabahah pada sistusnya.

3. Uni Emirat Arab . menerapkan metode pinjaman
tradisional dan sesuai dengan syariah. Prinsip syariah
dijelaskan dalam situsnya.

4. Mesir . salah satu negara yang
crowdfundingnya banyak mendapat penghargaan Islam.
Meskipun tidak dijelaskan bagaimana kepatuhan syariahnya
namun sering diterbitkan dalam beberapa makalah ilmiah dan
dalam konferensi — konferensi utama ide — ide.

5. Indonesia ‘meskipun  umumnya  platform
mengingatkan kita konsep keuangan Islam dan mendorong
kepatuhan prinsip — prinsip Islam, namun tidak ada bukti

kepatuhan ke syariah. Contoh platform : Danadidik Indonesia.
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12. Penelitian dalam jurnal internasional yang dilakukan oleh Egi Arvian

Firmansyah dan Mokhamad Anwar dengan jurnal yang berjudul
“Islamic Financial Technology (Fintech);, Its Challenges and
Prospect”.*® Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan
prospek fintech syariah. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan
bahwa prospek fintech syariah sangat bagus terutama dikalangan negara
muslim. Yang merupakan gerakan baru dalam keuangan Islam. Salah
satu tantangan fintech syariah adalah terkait regulasi dimana pemeritah
perlu memberikan peraturan khusus yang mendukung fintech syariah.
Regulasi dianggap masih sangat longgar sehingga menimbulkan

beberapa masalah seperti masalah perlindungan konsumen dan privasi.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan

oleh penulis dalam penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui dan

menganalisis :

1.

2.

Transaksi financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer
Lending (P2PL)

Transaksi financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer
Lending (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal pada perusahaan

Investree?

18 Bgi arvian Firmansya. et.,al, “ Islamic Finacial Technology (Fintech) : Its Challenges and
Prospect”, Advance in sosial science, education and Humanities research (ASSEHR), Volume 2016

(2018)
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan dapat

berguna dalam dua aspek antara lain:

1. Manfaat Teoretis
a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menambah informasi dan khasanah mengenai fintech syariah
berbasis sistem P2PL, sumbangan pemikiran serta sebagai bahan
masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan
relevan.
b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan
untuk penelitian — penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama
di bangku kuliah sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan
menambah pengalaman serta pengetahuan.
b. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
atau wawasan kepada masyarakat tentang bisnis financial technology
(fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam
perspektif hifdzu mal pada perusahaan Investree.

c. Bagi perusahaan Peer To Peer Lending Syariah (Investree)
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
masukan kepada pihak pimpinan PT Investree untuk mengevaluasi
dan meningkatkan layanan pengawasan syariah yang terdapat di

lembaga tersebut.

G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis

menjelaskan pengertian dari beberapa istilah berikut antara lain:

1. Fintech

Financial technology (fintech) adalah penggunaan teknologi dalam
sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau
model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas
sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan
sistem pembayaran. Perkembangan teknologi terbukti membawa manfaat
bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun
disisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik
dapat mengganggu sistem keuangan. *°

Adapun regulasi dan sumber hukum yang mengatur jalannya fintech
sebagai berikut :
1. UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

2. UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

19 www.bi.go.id diakses pada 11 Agustus 2019, pukul 20.00.
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3. PP Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik

4. PBI No0.19/12/PBI/2017 tentang penyelanggaraan teknologi finansial

5. POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam
uang berbasis teknologi informasi.

6. POJK Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor
jasa keuangan.

Adapun fintech syariah adalah penggunaan teknologi dalam suatu
transakasi yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah baik dalam rukun
dan juga syarat dalam akad. Fintech syariah diatur oleh Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama dalam fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/11/2018
tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan
Prinsip Syariah.

2. Peer To Peer Lending

Peer To Peer Lending merupakan praktik meminjam dan
memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut
marketplace.  Marketplace  sendiri  merupakan  wadah  yang
mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan
banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman.?’ Dalam P2PL
terdapat orang yang memberikan dana (lender) dan orang yang

membutuhkan dana (borrower). Sistem P2PL bisa diakses melalui situs

20 www.investree.id dikases pada 9 Agustus 2019 pukul 21.10.


http://www.investree.id/
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web maupun aplikasi yang dapat di unduh di playstore. Dalam penelitian
ini P2PL yang diteliti adalah perusahaan Investree.
3. Hifdzu Mal

Prinsip — prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam
yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia.?
Prinsip syariah berdasarkan pendekatan magashid syariah yang merupakan
penjabaran dari kategori hifdzu mal (menjaga dan memenuhi hajat dan
maslahat akan harta). Hifdzu mal dijabarkan menjadi magashid ammah
(tujuan — tujuan umum) dan magahid khassah (tujuan khusus). Dalam

penjelasan ini fintech termasuk kedalam magashid ammah.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian akan menjabarkan sub bab — sub bab yang relevan

dengan subtansi penelitian. Sub bab — sub bab yang dimaksud yaitu :
1. Data yang dikumpulkan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai
financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL)
dalam perspektif hifdzu mal pada perusahaan Investree adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan berdasarkan
kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang mana kejadian tersebut dapat

diambil sebagai pembelajaran berharga untuk pengembangan konsep.?

21 Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan Adesy, Ekonomi Dan Bisnis Islam(Depok : PT
RajaGrafindo Persada,2017),446.
22 Sugiyono, Memahami Penelitian kualitatif, (Bandung: ALFABETA, cv 2010)1
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Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan
topik permasalahan yang diangkat oleh penulis merupakan fenomena baru
yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Dalam penelitian ini
menggunakan studi literatur pada buku — buku, jurnal dan penelitian yang

yang terkait dengan kasus pembahasan.

2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 sumber
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil
secara langsung berdasarkan subjek penelitian. Sumber data yang
terdapat dalam penelitian ini berdasarkan informasi yang berlatar
belakang dari CS Investree, akademis, pelaku fintech, dan
pengguna Investree.

Pengambilan data ini dilakukan dengan cara observasi,
wawancara, serta dokumentasi mengenai financial technology
(fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam
hifdzu mal pada perusahaan Investree.

Terdapat 7 informan dalam penelitian yang akan

diwawancarai oleh penulis sebagai berikut:

1. CSEmail : Salah satu tim support Investree

yang bertugas memberikan



2

3.

Sandra CS Aplikasi

Bapak ZZ
Selaku Staff OJK Tegal

dan anggota MES Jateng

23

layanan tanya jawab terkait
investree melalui Email. yang
mana data dari beliau akan
bermanfaat untuk memberikan
informasi tentang segala sesuatu
yang  berhubungan  dengan
sistem P2PL, seperti cara
menjadi lender dan borrower
dan akad yang digunakan dalam

transaksi.

: Sandra yang bertugas sebagai
CS aplikasi yang memberikan
layanan tanya jawab melalui
website Investree. Yang mana
data beliau akan bermanfaat
memberikan informasi secara
detail tentang sistematis

transaksi P2PL.

: Bapak ZZ yang bertugas di
OJK menjabat sebagai staff

sekaligus anggota MES Jateng.



4.

Bapak Abdus Salam
Selaku Akademis
UINSA

dan ketua Bazda Jatim

Bapak Huryatul Akmal

Selaku akademisi

Bapak Dian Berkah

Selaku pelaku fintech

24

Beliau paham akan seluk beluk
segala bentuk sistem keuangan
dan  khususnya  keuangan
syariah. Yang mana data beliau
akan bermanfaat memberikan
informasi terkait regulasi dan

pengawasan fintech syariah.

: Bapak Abdus Salam selaku
Akademis UINSA dan ketua
Bazda Jatim. Yang mana beliau
memberikan informasi terkait
kaidah figh dalam transaksi

fintech.

Bapak Hury memberikan
informasi terkait fintech
berdasarkan  dengan prinsip
syariah
: Bapak Dian Berkah selaku
pelaku fintech yang paham betul
akan proses fintech. Yang mana

beliau memberikan informasi



7. Bapak Adrian Siaril
Selaku lender/ pengguna

Investree

b. Sumber Data Sekunder

25

terkait transaksi finttech secara
langsung dikehidupan sehari —
hari.

Bapak Adrin Siaril selaku
lender memberikan informasi
terkait dengan transaksi di

Investree.

Sumber data sekunder merupakan salah satu sumber data

yang berfungsi sebagai pendukung pada penelitian yang diperoleh

peneliti melalui berbagai media antara lain buku, jurnal, artikel,

dan/atau data yang berasal dari website. Data sekunder yang

digunakan oleh penulis sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Sumber Data Sekunder

Buku Jurnal Website
1.Ekonomi Islam, 1.Jadzil Baihagi, “Financial 1. www.ojk.go.id

karya Dr. Rozalinda, | Technology Peer — To — Peer

M.Ag. Lending Bernasis Syariah di 2. www.Bl.go.id

Indonesia”(2018).
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2. Ekonomi dan
bisnis islam, Karya
Dewan Pengurus
Nasional FORDESBI

& ADESY.

3. Sistem Ekonomi
Islam, Karya
Muhammad Sharif
Chaudhry,

M.A. LLB.,Ph.D.

4. Hukum Sistem
Ekonomi Islam, Karya

DR. Mardani.

5. Magashid dan
Keuangan Islam,
karya Dr. Oni Sharoni
dan Ir. Adiwarman
A.Karim,

S.E.M.B. A .M.AE.P.

2. Junal astri Rumondang, “
The Utilizaion of fintech (P2P
Landing) as SME’s Capital
Solution in Indonesia:
Perspective in Islamic

economics (Qirad)” (2018).

3. Fajrina Eka Wulandari,”
Peer To Peer Lending dalam
POJK,PBI,dan fatwa DSN

MUI” (2018).

4.Abdillah Ubaidi,” teknologi
— layanan keuangan, Literasi —
Inklusi keuangan, dan value
pada Fntech Syariah di
Indonesia : perspektif S-O-R”

(2018).

5.Ahmad Basori,”Pembiayaan

berbasis teknologi Informasi

3.

www. Investrre.id

4.

www.youtube.com

(chanel resmi

Investree)
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6. Figh Mualamah
Kontemporer karya

Imam Mustofa.

(Fintech) yang Berdasarkan

Syariah (2018).

6.Hanik Fitriani,”Kontribusi
fintech dalam Meningkatkan
Keuangan Inklusi pada

Pertanian”(2018)

7. Muzdalifa,et al, “Peran
Fintech dalam Meningkatkan
Keuangan Inklusif pada
UMKM di Indonesia
(pendekatan keuangan

Syariah” (2018).

8. Dodi Yarli, ““ Analisa Akad
Tijarah pada Transaksi
Fintech Syariah dengan

Pendekatan Maqashid”(2018).

9. Budi Wibowo, “Analisa

Regulasi Fintech dalam
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Membangun Pereknomian di

Indonesia™ .

10. Miswan Ansori,
“Perkembangan Dan Dampak
Financial technology (fintech)
terhadap Industri keuangan
Syariah di jawa

Tengah”(2019).

11. Paolo Pietro Bionceone,et
al, “Crowdfundign and
Fintech:Business Model

Sharia Complient” (2018).

12. Agi Arvian Firmansyar et
al, “Islamic Financial
Technology (Fintech): Its
Challenges And Prospect

(2018).

3. Teknik Pengumpulan Data
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Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana

penelitian menggunakan berbagai cara guna mendapatkan serta

mengumpulkan data dengan jelas, spesifik, dan mendalam. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai

berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data
dalam penelitian apa pun, termasuk penelitian kualitatif, dan
digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana
tujuan penelitian. Tujuan data observasi adalah untuk
mendeskriptifkan latar yang diobservasi; kegiatan — kegiatan
yang terjadi di latar itu; orang — orang yang berpartisipasi dalam
kegiatan — kegiatan; makna latar, kegiatan — kegiatan, dan
nonpartisipasi mereka dalam orang — orangnya ( Rumlan
Ahmadi, 2017).%

Observasi melibatkan kegiatan melihat,
mencatat,menganalisis, dan menginterprestasikan perilaku,
tindakaan, atau peristiwa secara terencana.?*

Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

23 Rulam Ahmadi , Metodi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : AR — Ruzz Media, 2017) 161.
24 Wiley, Metode Penelitian untuk Bisnis pendekatan pengembanagan — keahlian (Jakarta:Salemba

Empat, 2013) 151.
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 2 Tujuan
wawancara adalah untuk mendapatkan informasi lebih
mendalam tentang penelitian.

Maka dari ini, peneliti hendak melakukan wawancara
dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung
kepada pihak Investree dan beberapa pihak yang bersangkutan.
Dokumentasi

Merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan
data atau informasi dengan cara membaca surat — surat,
pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan
tertentu dan bahan — bahan tulisan lainnya. Cara menganalisis isi
dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematik
bentuk — bentuk komunikasi yang di tuangkan secara tertulis

dalam bentuk dokumen secara objektif. 2°

4. Teknik Pengelolaan Data
Setelah semua data terkumpul, peneliti mengelola data tersebut
dengan cara deskriptif analisis dengan beberapa teknik pengolahan

data, antara lain:

% Prof. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2009

him 186.

26 Jhonatan Sarwono, Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta : Graha 1lmu,2006)

225.



31

a.  Editing, yaitu pengecekan kembali terkait keabsahan data
yang telah dihimpun di lapangan.?” Dalam hal ini, data yang
diambil oleh peneliti adalah data yang dibutuhkan untuk
menjawab permasalahan pada rumusan masalah.

b.  Organizing, ialah penyusunan kembali data yang kemudian
diklasifikasikan sesuai kebutuhan agar mempermudah
peneliti dalam menganalisis data secara mendalam. Untuk
memastikan valid tidaknya data yang diperoleh, pada tahap
ini penulis memasukkan metode triangulasi dalam
wawancara sebelum menuju tahap analisis.

c. Analyzing, yaitu pengolahan data terakhir yang diperlukan
oleh peneliti dalam menganalisis data dengan tujuan
menarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan
masalah dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitif
data yang terkumpul melalui berbeda — beda, seperti interviuw,
observasi, . kutipan, dan sari dari dokumen, catatan — catatan memulai
tipe; terlihat lebih banyak berupa kata — kata daripada angka. Oleh
karena itu, data tersebut harus “diproses” dan dialisis sebelum dapat
digunakan. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis

dengan mengikuti model air. Dalam model air penelitian melakukan 3

2 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi..., 182.



32

kegiatan analisis data secara serentak, yaitu (1) reduksi data (data
reduction); (2) dan penyajian data; dan (3) penarakinan
kesimpula/verifikasi.
1. Reduksi Data
Reduksi data yaitu melakukan pemerikasaan kembali dari
seluruh data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan
pemilihan dan penyederhanaan, kemudian mentranformasikan dari
segi kelengkapannya serta menyelaraskan antara data yang didapat
dengan relevansi penelitian. Reduksi data ini bertujuan untuk
memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang lebih spesifik
serta memudahkan dalam mengumpulkan dan melengkapi data
tambahan.?® Dalam hal ini penulis hanya mengambil data sesuai
dengan rumusan masalah saja.
2. Penyajian Data
Sekumpulan informasi atau data yang sifatnya lebih mudah
dipahami. Dalam langkah ini, peneliti menyusun data yang relevan
sesuai kerangka pemaparan yang telah direncanakan dengan
rumusan masalah sehingga informasi yang diperoleh akan mudah
menjawab permasalahan dalam suatu penelitian.?°

3. Menarik kesimpulan

28 Rully Indrawan dan Poppu Yaniawati, Metodilogi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Campuran
untuk Manajemen, Pembangunan, dan pendidikan, (Bandung: PT. Refika Aditama,2017), 155.

2 1bid, 156.
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Menyimpulkan data berdasarkan analisis data yang telah
dilakukan berdasarkan fakta dan kebenaran yang merupakan dari

akhir sebuah jawaban rumusan masalah.*°

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di
lapangan. Melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan yaitu
dengan melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan, atau
data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus
penelitian. Melakukan analisis selama di lapangan dengan model miles
dan hubermen yaitu analisis data dalam penelitian dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan
analisis terhadap jawaban. Analisis dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh.*
Kerangka Berfikir dan Kerangka konseptual

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini maka
disusunlah kerangka berfikir dan kerangka koseptual yang nantinya

menjadi acuan dalam penulisan.

a. Kerangka Berfikir

% 1bid, 159.

31 Prof. DR. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta CV, 2010), 87.
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Dalam kerangka berfikir penulis berfokus pada magahsid
syariah yaitu hifdzu mal (pemeliharaan harta) dan mencari literatur
baik secara teoritis maupun empiris yang kemudian dikaitkan
dengan fonomena baru baru ini yaitu munculnya fintech.
Selanjutnya penulis menganalisis kembali berdasarkan studi kasus
dan studi literatur yang sudah didapatkan.

b. Kerangka Konseptual
KERANGKA KONSEPTUAL

| vaashigSvariah | *
}
{
!
{

———

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diata menjelaskan alur
penelitian yang akan dijadikan acuan dalam penulisan. Pertama,
yaitu analasis terkait maghasid syariah pemaham dan pendalam ilmu

maghasid syariah. Kedua, menganalisis terkait salah satu maghasid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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syariah agar penelitian lebih terfokus pada salah satu prinsip
magashid syariah yaitu hidfzun mal ( nilai — nilai perlindungan
harta). ketiga, yaitu menganalisis keterkaitan antara hifdzu mal
dengan keuangan dan bisnis Islam. Keempat, yaitu mengaitkan
fenomena baru dalam keuangan dan bisnis Islamyaitu munculnya
fintech dengan hifdzu mal, dan tahap terakir yaitu mengkaji dan
menganalisis teori yang sudah didapat dengan praktik yang

diterapkan prusahaan fintech.

Sistematika Pembahasan
Sistematika kepenulisan pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab,
dimana setiap bab memiliki sub bab pembahasan sehingga dapat memudahkan

pembaca ketika membaca hasil penelitian tersebut.

Bab pertama memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua memuat tentang kerangka teori yang berisi tentang penjelasan
teori sebagai landasan atau komparasi analisis yang dilakukan dalam
penelitian. Dalam kerangka teori ini terdapat uraian tentang financial
technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam

perspektif hifdzu mal pada perusahaan Investree.
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Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berkaitan dengan variabel
yang diteliti secara objektif, lengkap, dan jelas. Dalam bab ini akan
menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu PT Investree baik
sejarah berdirinya perusahaan beserta gambaran mengenai bisnis financial
technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam

perspektif hifdzu mal pada perusahaan Investree.

Bab keempat memuat tentang analisis data dimana dalam bab ini
mendeskripsikan tentang hasil dari analisis penelitian yaitu menjawab tentang
financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL)

dalam perspektif hifdzu mal pada perusahaan Investree.

Bab kelima sebagai penutup memuat tentang kesimpulan dan saran dari
penelitian. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dan saran bagi
perusahaan Investree untuk menentukan pengembangan, memaksimalkan
kemajuan sebagai objek yang diteliti. Selain itu juga dapat dijadikan masukan

dan saran bagi peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian.



BAB |1

FINANCIAL TECHNOLOGY DAN HIFDZU MAL

A. Financial Techonology

Financial technology (fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem
keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis
baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,
dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
Perkembangan teknologi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku
usaha, maupun perekonomian nasional, namun disisi lain memiliki potensi
risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem

keuangan.

Adapun regulasi dan sumber hukum yang mengatur jalannya fintech sebagai

berikut :

1) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
Dalam UU ini menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan
hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,
dan/atau media elektronik lainnya.®®
2) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
Dalam UU ini menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

32 www.bi.go.id diakses pada 11 Agustus 2019, pukul 20.00.
33 Undang — Undang No 11Ttahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 2.
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perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang memakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan.®*
3) PP Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik
PP ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan undang — undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.3® Disini
dijelaskan bagaimana penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
sesuai dengan hukum.
4) PBI No.19/12/PBI/2017 tentang penyelanggaraan teknologi finansial
Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank
Indonesia bagi penyelenggara teknologi finansial yang melakukan kegiatan
sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi
penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari
Bank Indonesia dan bagi penyelenggara Teknologi Finansial yang berada
dibawah kewenangan otoritas lain.*® Menjelaskan bahwa pendaftaran hanya
dilakukan oleh lembaga yang belum mendaftar di Bl dan di Otoritas lain.
5) POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi.

34 Undang — Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
35 PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3 PBI No 19/12/PBI1?2017 tentang penyelenggaraan teknologi financial.
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Menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi adalah penyelengaraan layanan jasa keuangan untuk
mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam
rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah
secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet.’

6) POJK Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa
keuangan.

Menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan
dengan cakupan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).3®

7) Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/I1/2018 tentang layanan pembiayan
berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syaraih.

Menjelaskan bahwa layanan prinsip syariah merupakan
penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip
syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan melalui sistem

elektronik dengan bantuan jaringan internet.®

National Digital Research Centre (NDRC) menyatakan bahwa fintech
merupakan sebuah inovasi di bidang finansial yang terdiri dari kata “financial”

dan “technology” yang mengacu pada inovasi di bidang finansial dengan

37 POJK No 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasi Teknologi
Informasi pasal 1 ayat 3.

38 POJK No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat
3.

39 Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/I1/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi
Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
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sentuhan teknologi modern.“® Terdapat beberapa jenis fintech di Indonesia
seperti Crowdfunding, peer to peer lending, e —money, insurance,P2P, Payment
gateway, remittance, securities.** Berikut beberapa contoh fintech di Indonesia

dan penjelasannya
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Gambar 2. 1

Fintech di Indonesia

a. Crowdfunding
Crowdfunding merupakan platform intermediasi keuangan berbasis
internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai
suatu proyek atau unit usaha (urun dana). Crowdfunding sebagai platform
untuk menginformasikan proposal suatu proyek ke masyarakat umum yang

bertujuan untuk menggalang dana secara online guna merealisasikan atau

40D. Sukma, “FintechFest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia” Arena LTE, 2016.
41 Gunawan HC, “Fenomena Stratup Fintech dan Implikasinya” Swara Patra, Vol 8 No 4, 2018



41

mensukseskan proyek tersebut.*? Crowdfunding merupakan platform yang
praktis dan solutif dalam kegiatan ekonomi khususnya pada sektor Usaha
Mikro Kecil Menangah. Pembiayaan yang efektif menjadikan platform ini
menjadi alternatif bagi starup/UMKM dalam mendapatkan dana. Terdapat
beberapa macam crowdfunding diantaranya Kkitabisa, gandengtangan,

rockethub, indiegogo, dan kickstarter.® Berikut skema dalam crowdfundin:

Shares \ Investments
— L

Equity
Startup Crowdfunding
Platform

Investors

Gambar 2. 2

Skema Crowdfunding

Skema diatas menjelaskan beberapa investor menyalurkan dana
melalui platform crowdfunding untuk pembiayaan pengembangan
perusahaan maupun startup yang mana nantinya investor berhak atas saham
perushaan tersebut. * crowdfunding merupakan implementasi dari
modifikasi pasar modal yang terdiri dari beberapa investor dan perusahaan.

b. E-money

42 Arief Yuswanto Nugroho dan fatichatur Rachmaniyah’ “ Fenomena Perkembangan
Crowdfunding di Indonesia”, Ekonika Vol 4, No 1, April 2019

4 http://www.berdesa.com/5-crowdfunding-websites-yang-paling-populer/ diakses pada 27
September 2019 pukul 07.09

4 https://buattokoonline.id/equity-crowdfunding-Indonesia-beserta-manfaatnya/ diakses pada 27
september pukul 07.57
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E — money merupakan istilah bahasa asing dari uang elektronik. Defisini

uang elektronik menrurt Bl yaitu sebagai alat pembayaran yang memenuhi

unsur — unsur sebagai berikut :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada
penerbit;

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server
atau chip; dan

3. Nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan
simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang — undang yang

mengatur mengenai perbankan.*

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa e — money atau
uang elektronik merupakan uang berbentuk elektronik yang memiliki nilai
sama dengan uang tunai yang diterbitkan oleh Bl dan tersimpan dalam
server ataupun kartu chip (dalam aplikasi) serta berfungsi sebagai alat
pembayaran non tunai yang dapat digunakan dalam berbagai macam
transaksi. Terdapat 38 uang elektronik yang terdaftar di Bl per 24 Mei 2019

yang diantaranya Go — pay dan OVO.

45 https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-
elektronik/Pages/default.aspx diakses pada 27 September 2019 pukul 08.27
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Insurance

Insurance merupakan startup baru yang berkolaborasi dengan para
provider atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang
ingin  bekerjasama untuk membantu mengelola kesehatan para
anggotanya.*® Insurance ini merupakan adopsi dari asuransi konvensional
yang dibangun dengan tujuan memberikan cara sederhana, intuitif dan
proaktif dalam membantu menavigasi sistem kesehatan masyarakat. Dalam
aplikasinya terdapat layanan berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter

terpercaya, referensi rumah sakit dan lainnya. Contoh dari insurance yaitu

46 Gunawan Hc
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HiOscar.com yang didirikan di Newyork pada tahun 2012. Berikut contoh

aplikasi dari HiOscar.com
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Gambar 2.5

Aplikasi Insurance

d. Peer - To — Peer Lending
Peer To Peer lending (P2PL) merupakan skema layanan keuangan
yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara
online.*’ Terdapat sebanyak 113 perusahaan peer to peer lending yang
terdaftar di OJK per Mei 2019. Penjelasan lebih mendalam terkait P2PL
akan dijelaskan pada bab selanjutnya.
e. Payment gateway
Payment gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan
pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan
alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan / atau

proprietary channel.*

47 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10462 diakses pada 27 September 2019
pukul 10.04
48 PBI No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Dalam pengertian lain payment gateway merupakan pembayaran
online. Kehadiran payment gateway merupakan alternatif pembayaran
yang bisa dilakukan denngan mudah. Adapun beberapa contoh payment
gateway di Indonesia yaitu iPaymu, Winpay, Midtrans (Veritrans),

TrueMoney, Finpay, Kaspay, FirstPay.*® Berikut contohnya :

1Paymu emme v o e mawevae - oo - war - [EIY
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Gambar 2. 6

Payment Gateway

f. Remittance
Remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan
pengiriman uang antar negara.>® Reminttance memudahkan masyarakat
yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Kehadiran remintanttance

memudahkan masyarakat dalam proses pengiriman ke luar negeri.

49 https://goukm.id/8-online-payment-gateway-di-indonesia/ diakses pada 27 September 2019
pukul 11.27
% Gunawan HC,
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Salah satu contoh remittance di Indonesia yaitu Doku.com
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Gambar 2. 7

Aplikasi Remittance

g. Securities
Securities merupakan platform untuk berinvestasi saham secara
online. Dalam aplikasinya terdapat berbagai pelayanan seperti jual — beli
reksa dana secara online, memberikan layanan data, informasi, alat investasi
reksa dana, salahm, obligasi dan masih banyak lagi.>* Salah satu contoh
securities yang ada di Indonesia yaitu Bareksa.com. berikut gambaran

aplikasi bareksa.com. Berikut tampilan situ bareksa.com.

%! 1bid
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Gambar 2. 8

Aplikasi Securietis

B. Peer To Peer Lending
A. Pengertian

Peer to peer lending (P2PL) merupakan salah satu bentuk fintech
yang mana pengertian P2PL merupakan skema layanan keuangan yang
mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online.>?
P2PL diatur dalam POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjelasakna
bahwa layanan pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan
perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.>

52 https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10462 diakses pada 27 September 2019
pukul 10.04

%3 POJK No 77/ POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
pasal 1 ayat 3
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Adapun pengertian P2PL menurut OJK yakni Peer To Peer Lending
merupakan praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online
melalui sebuah wadah yang disebut platform. Platform sendiri merupakan
wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman
dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Yang
mana dapat disimpulkan bahwa P2PL (pinjaman online) merupakan
tansaksi pinjam meminjam yang dilakukan melalui platform yang
mempertemukan antara orang yang mempunyai kelebihan dana (lender)
dengan orang yang kekurangan dana (borrower) yang dilakukan
menggunakan teknologi informasi berbasis internet (smartphone, tablet,
komputer, laptop, notebook) yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan
saja.

B. Istilah —istilah penting dalam transaksi
Berdasarkan pengertian diatas terdapat beberapa istilah penting dalam
transaksi P2PL yaitu :
1. Penyelenggara (Platform)

Penyelengaraa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasi Teknologi
Informasi senjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum
Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.>* Di Indonesia

terdapat 113 Penyelenggara yang sudah terdaftar di OJK berdasarkan

% Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi
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data per 31 Mei 2019. Penjelasan mengenai perusahaan P2PL akan
disajaikan dalam (lampiran)
2. Pemberi Pinjaman (Lender)

Pemberi pinjamana adalah orang, badan hukum dan/atau badan
usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi Informasi.>®

3. Penerima Pinjaman (Borrower)

Penerima Pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang
mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi infromasi.>®

C. Syarat ketentuan transaksi
Terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam melakukan transaksi
P2PL yang dapat diakses di masing platform P2PL. Berikut syarat dan
ketentuan secara salah satu platform P2PL (Uang Teman) :
1. Warga Negara Indonesia
2. Usia 21 — 55 Tahun

3. Punya pekerjaan dan penghasilan.>’

% pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang
Berbasis Teknologi Informasi

% Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi

57 www.uangteman.com diakses pada 7 Oktober 2019 pukul 10.12
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D. Skema sistematis transaksi

Kebutuhan Pinjaman Informasi Peminjam Pokok
pengembalian Pokok & Bunga Investasi & Bunga

v v

9 ]

peminjam P2P Website Investor
Admistrasi, Kriteria Peminjam,
Uang Pinjaman Investasi
Gambar 2.9

Skema Peer To Peer Lending

1. Peminjam atau borrower sebagai orang yang membutuhkan dana wajib
mengisi segala syarat baik dokumen berupa identitas diri, laporan
keuangan, serta alasan peminjaman uang.>® Status peminjaman bisa ditolak
atau diterima. Jika ditolak maka peminjam harus memperbaiki segala hal
yang menyebabkan penolakan tersebut. Dan jika diterima, maka suku
bunga pinjaman akan ditentukan dan pengajuan anda akan diunggah ke
platform.

2. Platform sebagai saran penghubung akan menghubungkan borrower
dengan lender

3. Lender / investor diberikan akses untuk menelusuri data pengajuan

pinjaman yang tersedia, termasuk informasi terkain pengajuan pinjaan

58 www.finacial.com diakses pada 7 Oktober 2019 pukul 10.15
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seperti riwayat keuangan peminjaman, tujuan peminjaman, pendapatan
peminjaman, dan lain sebagainya.
4. Jika pengajuan pinjaman sesuai dengan Kriteria investasi, maka investasi
langsung terjadi saat itu lender melakukan deposit sesuai tujuan investasi.
5. Uang yang diinvestasikan akan kembali kepada lender setiap bulan berupa
angsuran yang komponennya adalah uang pokok utang disertai bunga yang

telah disepakati sebelumnya.>®

C. Peer To Peer Lending Dalam Perspektif Islam
Dalam Pembahasan Peer To Peer Lending yang berkaitan dengan hifdzu mal
penulis berfokus pada lender sebagai pemberi dana (investor) yang mana

pembahasan akan berhubungan dengan investasi.

a. Pengertian Investasi Syariah

Investasi berasal dari kata ististmar yang artinya menjadikan berbuah
(berkembang) dan bertambah jumlahnya. Ististmar artinya menjadikan harta
berubah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.®® Investasi adalah setiap
penggunaan uang dengan maksud memperoleh pengahsilan. ®! Bisa diartikan
Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini untuk

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan unsur

% 1bid

8 Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, UIN — MALIKI PRESS (Anggota IKAPI),
2010, him 2

61 Suad Husnan, Dasar — dasar Teori Potofolio dan Anlilis Sekuritas ( Yogyakarta: UPP AMP
YKPN, 2005), him.6
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penting dalalam perekonomian karena dengan investasi maka harta akan terus

mengalir sehingga harat tersebut tidak idle ( tidak jalan/ tertimbun).

Investasi modal yang sebaik baiknya menurut Al — Qur’an adalah tujuan
dari semua aktivitas semua manusia hendaknya diniatkan untuk ibtighai
mardhatillah (menurut keridhaan Allah). Investasi dalam Islam bisa dilihat
berdasarkan 3 sudut : individu, masyarakat, dan agama.® Bagi individu,
investasi adalah kebutuhan fitrawi yang mana sebagai individu ingin menikmati
kekayaaannya dalam berbagai bidang. Maka investasi berfungsi untuk

memenuhi kebutuhan fitrah.

b. Prinsip — Prinsip Islam dalam berinvestasi
Islam mengatur segala kegiatan dalam kehidupan termasuk kegiatan
ekonomi yang salah satunya berupa investasi. Islam mengatur bagaimana
investasi yang benar yang dapat dilakukan oleh pelaku investasi . Semua diatur

berdasarkan prinsip — prinsip Islam.

Prinsip — prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh

pelaku investasi syariah adalah sebagai berikut® :

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram
Investasi yang dilakukan oleh seorang muslim harus terhindar dari

unsur haram. Karena sesuatu yang haram merupakan segala yang

62 Indah Yuliana, Investasi Produk.. him 11
8 Nurul Huda dan Musttafa Edwin Nasution, Invesatasi Pada Pasar Modal Syariah (Jakarta:
Prenada Media Group,2008), him 42
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dilarang oleh Allh SWT.% Maka dari itu kita sebagai muslim harus lebih
jelih dalam memilah tempat untuk berninvestasi. Jangan sampai dana
yang kita alokasikan termasuk dalam hal yang haram. Sebagai investor
kita harus cerdas dan bijak dalam menentukan pilihan.
Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi

Hukum Islam berusaha meniadakan kerugian antar pihak — pihak
yang ikut terlibat dalam praktik bisnis.®® Maka dari itu dalam investasi
tidak boleh mendzalimi ataupun didzalim. Dengan demikian maka satu
sama lain merasakan keuantungan yang sama sehingga menciptakan
kemaslahatan umat.
Keadilan pendistribusian kemakmuran

Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak
yang tidak disukai.®® Yang dimaksud keadilan disini bertujuan untuk
mencapai  keseimbangan (Equilibrium) sehingga tidak terjadi
ketimpangan ekonomi yang kaya semakain kaya dan yang miskin
semakin miskin. Oleh karena itu islam mengatur pendstribusian harta
yang adil untuk mencapai kemakmuran.
Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha

Sama halnya dengan poin sebelumnya kegiatan ini dilakukan agar
terjadi keadilan yang diciptakan karena rasa suka ama suka (Antaradin

Minkum). Sehingga apabila kita melakukan kegiatan investasi tidak

% 1bid, 28

8 Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : Kencana, 2014), him 54

% 1bid 58
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merasa terbebani dan saling menguntungkan satu sama lain. Antaradin
minkum inilah yang nantinya akan menghindari transaksi dari istilah

mendzolimi atau didzolimi.

. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar

ketidakjelasan atau samar — samar).

Riba secara termilogi syariah merupakan kelebihan yang tidak ada
padanan pengganti (‘iwad) yanng tidak dibenarkan syariah yang
disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad.®’ Maysir
adalah setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan
(judi).®® Gharar merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti. Menurut
Imam Sarkhasi “gahrar adalah sesuatuyang akibatnya tidak dapat
diprediksi.®

Ketiga unsur diatas merupakan unsur yang dilarang oleh Islam.
Yang mana apabilah ketiga unsur tersebut kita lakukan selain
mengalami kerugian kita juga melanggar larangan Allah SWT. Oleh
sebab itu dalam praktik investasi Syariah dilarang mengandung 3 unsur

tersebut.

Semua prinsip tersebut harus diterapkan dalam investasi syariah dan

diaplikasikan oleh pelaku investasi syariah.

57 Nurul Huda, Investasi , him 24
68 |bid, hIm 26

% 1bid
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c. Norma dalam Investasi
Berikut norma — norma yang digunakan dalam investasi syariah yaitu :

1. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan
menghindari transaksi yang zalim.
2. Uang sebgai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan.
3. Setiap transaksi haruslah trasaparan, tidak menimbulkan kerugian atau
unsur penipuan.
4. Risiko yang ditimbulkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko
yang melebihi kemampuan menanggung risiko.”®
Norma diatas menjalaskan bahwa terdapat karakteristik Investasi syariah.
karakteristik tersebut seabagai batasan antara suatu produk investasi atas prinsip
— prinsip islam.
d. Kiriteria Produk Investasi yang Sesuai dengan Ajaran Islam
kegiatan investasi Syariah khususnnya investasi berbasis technology telah
diatur oleh Dewan Syariah suatu lembaga dibawah Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang dibentuk tahun 1999 telah mengeluarkan ketentuan mengenai
kegiatan investasi berbasis technology dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-
MUI/11/2018 bahwa layanan pembiayaan pembiayaan berbasi teknologi informasi
berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan
yang didassarkan atas prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa

keuangan yang didasarkan atar prinsip syariah yang menghubungkan antara

0 Nurul Huda, Investai pada Pasar Modal, him 23.
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pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakaukan akd
pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.”®
Dijelaskan dalam fatwa bahwa terdapat 3 subjek hukum yang melakukan
kegiatan layanan pembiayaan berbasi teknologi informasi yang meliputi,
penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Dan terdapat
beberapa akad yang digunakan dalam transaksi layanan pembiayaan berbasi
teknologi ini yaitu : akad al — bai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi

al ujroh, dan gard.
Terdapat 6 mekanisme yang diperbolehkan dalam Fatwa ini yaitu :

1. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

Pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang
berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai
talangan (gard) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki
tagihan kepada pihak ketiga (payor).

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesabab (Purchase Order) Pihak Ketiga
Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah mempeoleh
pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan
Secara Online (Seller Online)

Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan

transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasi

"I Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN — MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasi
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
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teknologi informasi (platform e-commerce/markeplace) yang telah
menjalin kerjasama dengan penyelenggara.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan
secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment
Gateway
Pembiyaan yang diberikan kepada pelaku usaha (seller) yang aktif
berjualan secara online melalui saluran distribusi (channel distribution)
yang dikelolanya sendiri dan pembayaraannya dilakukan melalui
penyedia jasa otoritas pembayaran secara online (payment gateway)
yang beekerjasama dengan pihak penyelenggara.

5. Pembiayaan Untuk pegawai (Employee)

Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan
pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui
institusi pemebri kerja.

6. Pembiayaan Berbasis Komunitas ( Community Based)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang
membutuhkan ~ pembiayaan, dengan skema pembayarannya

dioordinasikan melalui koordinator / pengurus komunitas.’?

berdasarkan Fatwa DSN MUI No 117 Keenam model pembiayaan
tersebut merupakan model pembiayaan yang yang diakaui sebgai

pembiayaan yang dibolehkan menurutu prinsip syariah. Dalam Fatwa ini

2 Fatwa DSN MUI No 117
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mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam transaksi berbasis

technology.

D. Akad — Akad Dalam Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah
terdapat beberapa akad syariah dalam transaksi P2PL yang mana akad

tersebut terdiri dari akad Al — Qard, Wakalah Bil Ujroh, dan Mudharabah.

a. Akad Al -Qard

Menurut Fatwa DSN-MUI, gard adalah suatu akad pinjaman kepda
nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang
diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan
nasabah. Adapun berberapa rukun gard yaitu shigat ( ijab dan gabul),
agadain (dua pihak yang melakukan transaksi), harta yang dihutangkan.”
Teradapat beberapa manafaat dalam transaksi gardh diantaranya menolong
nasabah yang kesulitan untuk mendapat talangan jangka pendek.

Dalam transaksi P2PL melakukan akad gard yang mana akad
tersebut merupakan transaksi pinjam meminjam online yang dilakukan
oleh lender dan borrower untuk kegiatan transaksi. Kegiatan ini juga

menolong borrower yang mebutuhkan dana untuk pengembangan usaha.

b. Akad Wakalah Bil Ujroh

Secara etimologi wakalah mempunyai arti al-hifz, al-kifayah,adh-
dhaman, dan al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian

mandat). Menurut fatwa DSN, wakalah adalah pelimpahan suatu

8 Dr Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Kencana: Jakarta), 2014, him 231
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kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
Adapun beberapa rukun wakalah yaitu wakil (yang mewakilkan), muwakkil
(yang mewakilkan) dan akad.”

Akad wakalah yang terjadi dalam transaksi P2PL adalah market
place sebagai wakil yang mempertemukan antara lender dengan borrower

sehingga market place berhak menerima ujroh (upah) atas jasanya.

c. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua
pihak, pemilik modal (sahibul mal) dan pelaku usaha yang menjalankan
modal (mudarib). Secara terminologi mudharabah berarti sejumlah uang
yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila
mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal
(shibul mal) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (mudharib)
dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara
apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.” Terdapat 2
jenis mudharabah yaitu :

1. Mudharabah Mutlagah

Dalam akad mudharabah mutlagah pengelola modal diberi
keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal.

Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan

74 Dr Mardani, Hukum Bisnis Syariah, him 235
™ Imam Mustofa, Figh Mu’amalah Kontemporer, ( PT Raja Grafindo Persada: Jakarta),2016, him

149.
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tujuan usaha. pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang
harus dijalankan oleh pengelola modal.
2. Mudharabah Mugayyadah

Dalam akad mudharabah mugayyadah, pemilik modal sudah
menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.
Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan
kesepakatan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi,
jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan

dan apa yang telah ditentukan pemilik modal.

Dalam transaksi P2PL borrower sebagai pengelolaan modal
diberikan keleluasaan ata usahanya sehingga tidak ada batasan dalam

menjalankan usaha.

E. Teori Hifdzu Mal

a. Pengertian Hifdzu Mal

Islam mengatur semua kegiatan dalam kehidupan salah satunya
mengenai harta. Dalam maghasid syariah terdapat lima prinsip umum
(kulliyat al -khamsah) yaitu hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu agl, hifdzu mal, dan
hifdzu nasab. ”® Hifdzu mal dapat diartikan sebagai perlindungan harta.
Menjaga dan memenuhi hajat akan harta dapat dilihat dari sisi bagaimana
mendapatkannya (min janibi al —wujud) atau dari sisis memelihara harta yang

sudah dimiliki ( min janibi al — ‘adam).

76 Oni Sahroni dan Adiwarman karim, magashid bisnis....
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Harta disebut al — mal atau jamaknya al — anwal. Secara harfiah, harta
(al — mal) adalah malaktahu min kulli sya’i (harta adalah segala sesuatu yang
engkau punyai). Secara Termologis, harta dapat diartikan sebagai sesuatu
yang dimanfaatkan dalam pekara yang legal menurut syara’ (hukum Islam),
seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian).’’ Berdasarkan
uraian diatas dapat ditarik kesimpulan harta merupakan salah satu kebutuhan
inti dalam kehidupan, yang manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Oleh
sebab itu harta perlu dijaga dan dilindungi sesuai dengan prinsip — prinsip

Islam yang terkandung dalam hifdzu mal.
b. Ketentuan Hifdzu Mal dalam Magashid Ammah

Hidzun mal dijabarkan menjadi magashid ammah (tujuan — tujuan
umum) dan magahid khassah (tujuan khusus). Dalam penjelasan ini hanya
menjelaskan terkait magashid ammah. Magashid ammah adalah tujuan
disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Adapun

ketentuan — ketentuan khusus magashid ammabh yaitu:

1. Setiap Kesepakatan harus jelas
Dalam hal ini setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui
oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan antara
mereka. Hal ini dilandasi pada Al — Qur’an Surat An — Nisa ayat
29 yang artinya *“ Hai orang — orang beriman, janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

""Dr Mardani, Hukum Bisnis Syariah, him 127
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dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama — suka di
antara kamu. (QS An — Nisa’ [4]: 29).78
Implikasi prinsip ini adalah melakukan kegiatan ekonomi yang
melibatkan lebih dari satu pihak yang harus berlandaskan suka —
sama suka, sehingga kegiatan berjalan secara sukarela dan tanpa
paksaan.
2. Setiap kesepakatan bisnis harus adil
Prinsip ini dapat diartikan bahwa seluruh proses kegiatan
ekonomi harus berdasarkan hukum agama.”®
Implementasi keadilan dalam kegiatan ekonomi dapat
berupa upaya tolong menolong dimana orang yang mempunyai
kelebihan harta dapat membantu orang yang kekurangan harta agar
tidak terjadi ketimpangan ekonomi.
3. Komitmen dengan kesepakatan
Dalam prinsip ini dimaksudkan bahwa setiap kegiatan
ekonomi harus dilandasi atas komitmen dan kesepakatan pelaku
ekonomi dalam melaksanakan akad — akad transaksi guna
mencapai keberhasilan bisnis.

4. Melindungi kepemilikan

8 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maghasid Bisnis..., 66 — 67.
9 Dewan pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, Ekonomi dan bisnis..., 448.
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Yang dimaksud dalam prinsip ini bahwa para ulama
sepakat segala kegiatan mengambil harta orang lain dengan cara
yang batil adalah haram hukumnya.

Implementasi dalam kegiatan ekonomi dapat berupa
perlindungan hukum bagi transaksi yang terindikasi pencurian
maupun penipuan yang dapat merugikan sebagian pihak.
Ketentuan akad — akad syariah

Akad dapat diartikan suatu kesepakan yang terjadi dengan
penawaran dan permintaan (ijab — gabul) antara pihak yang terlibat
dalam kontrak terhadap suatu urusan (objek). Adapun yang
dimaksud dalam ketentuan akad yaitu harus sesuai dengan :

a. Rukun dan syarat
Merut para ulama rukun akad terdiri atas tiga unsur
yaitu sighat ( ijab dan gabul), ‘agidan (dua pihak yang

melakukan kontrak), dan ma qud alaih (objek kontrak).®

. Shighat

Shigat adaalah ijab dan gabul (serah terima), baik di ungkapkan
dengan ijab dan gabul atau cukup dengan ijab saja yang
menunjukan gabul dari pihak lain (secara otomatis). Adapun
kriteria shigat sebagai berikut :

a. Maksud shighat itu harus jelas dan bisa dipahami

8 Oni Sahroni dan M Hasanuddin, Fikih Mualah, (PT Raja Grafindo Persada : Depok, 2018) him

25
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b. Ada keseuaian anatra ijab dan gabul
c. ljab dan gabul dilakukan berturut — turut.
2. Pelaku Akad
Pelaku akad bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi
(syakhsiah hagigiyyah) atau entitas hukum (syajhisiah i 'tibariyah),
baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku

akad.

Secara khusus, pelaku kontrak disyaratkan harus orang
mukallaf® (aqil-baligh, berakal sehat dan dewasa atau cakap
hukum).Mengenai batasan umur pelaku untuk kebsahan kontrak
diserahkan kepada ‘urfatau peraturan perundang — undangan yang

tentunta dapat menjamin kemaslahatan para pihak.®?

3. Objek Akad

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek
transaksi seperti objek jual beli dalam kad jual beli (ba i), hadiah
dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad rahn, utang
yang dijamin dalam akad kafalah. Adapun syarat — syarat objek
akad sebagai berikut :

a. Barang yang masyu’ (legal)

b. Bisa diserahteriamakan waktu akad

c. Jelas diketahui oleh para pihak akad

8 |hid
82 Oni Sharoni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah..
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d. Objek akad harus ada pada waktu akad
b. Asas — asas akad
Meliputi ikhtiyari/sukarela, amanah/menepati janji, ikhtiyati/
kehati — hatian, luzum/tidak berubah, saling menguntungkan,
taswiyah/kesetaraan, transparasi, sesuai kemampuan, memberi
kemudahan, beriktikad baik, dan berdasarkan sebab yang halal.®
6. Harta itu harus terdistribusi
Dalam Islam dilarangan menimbun harta untuk mencegah
ketimpangan ekonomi. Oleh sebab itu Islam menganjurkan untuk
mendistribusikan kekayaan.
7. Kewajiban bekerja dan memproduksi
Konteks ini menjelaskan bahwa mencari rezeki menjadi
kewajiban untuk menyediakan kebutuhan harta, karena kalau tidak
bekerja kita tidak mungkin mendapatkan uang dan harta.
Implementasi kegiatan ini dalam ekonomi Islam berupa
memberikan hak kepada pengelola usaha dalam bagi hasil untuk
mendapatkan keuntungan usahanya.®
8. Investasi harta
Ekonomi Islam menganjurkan kita untuk mengembangkan
harta dan melarang menimbun harta. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan kepada manusia itu sendiri.

8 DR. Madani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta:PT RajaGafindoPersada,2015) him 143 -150

8 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maghasid Bisnis..., 75.
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Investasi dengan akad mudharabah

Sama halnya dengan investasi namun dalam investasi ini
dianjurkan kerja sama demi mendapatkan keuntungan.
Keseimbangan antara keuntungan dan resiko

Prinsip ini menjelaskan bahwa keuntungan atas modal itu
sah didapatkan pemilik modal yang telah mengahapi resiko atas
modalnya. Sebagai contoh pihak yang meminjamkan uang berhak
atas modalnya saja tanpa bunga dan tambahan. Jika modal
menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut milik pihak
yang menginvestasikan karena ia yang bertanggung jawab
terhadap harta pinjaman tersebut. Dalam artian pihak yang

meminjamkan mendapat keuntungan karena menanggung resiko.%

% 1bid, 79.
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DATA PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Investree
PT Investree Radhika Jaya (Perusahaan) merupakan badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum republik Indonesia. berdiri sebagai perusahaan
yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di
Indonesia. Perusahaan menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung
pihak yang memeberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman
meliputi pendanaan dari individu, oraganisasi, maupun badan hukum kepada

individu atau badan hukum tertentu.®

Investree berdiri sejak Oktober 2015 sesuai dengan akta pendirian
perusahaan, akan tetapi aktivitas pelaksanaan perusahaan belum berjalan
normal. Aktivitas kegiatan usaha di Investree mulai berjalan normal sebagai
sebagai online marketplace yang menghubungkan lender dan borrower di
Indonesia pada awal tahun 2016 dengan jumlah 4 ruanagan kecil dan belasan
karyawan saja. Perjalanan dari tahun 2016 ke 2017 yang penuh perjuangan
dengan adanya inovasi baru menjadikan Investree meraih banyak penghargaan
di kancah nasional dan internasional disinilah Investree mengukuhkan sebagai
pioner peer to peer marketplace di tahun 2018. Dari yang belasan personal kini

personal Investree menjadi puluhan.®” Sejak mulai berjalannya kegiatan usaha

8 Profil Perusahaan, Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya, https://www.Investree.id diakses
pada diakses 21 Oktober 2019, pukul 20.53

87 Youtube resmi Investree https://Youtu.be/JOmmepVg60JA pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul
11.48
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Investree, hingga saat ini sudah ada sekitar 3000-an peminjam dan pemberi
pinjaman. PT Investree Radhika Jaya bergerak pada layanan pembiayaan
berbasis technology / finansial teknologi berbasis Peer to Peer Lending

(P2PL).%

Pada April 2018 kantor Investree pindah ke daerah Semanggi di Jakarta
Selatan di Gedung AIA central lantai 21 di jalan Jendral Sudirman.®® Alasan
pindah karena fintech company berhubungan langsung dengan stock holder
seperti OJK, Bank Indonesia dan departemen keuangan yang lokasinya tidak
jauh dari kantor baru sehingga lokasi ini dianggap sangat strategis. Kantor
Investree Pengadopsi konsep open space dengan desain warna cerah yang

mengikuti tema kantor perusahaan teknologi ternama, seperti Google.*

Gambar 3.1

Kantor Baru Investree

8 Apriyani, Skripsi :” Penerapa Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasi Syariah
Berdasarakan Fatwa DSN — MUI No. 117/DSN-MUI/I1/2018 (Studi PT. Investree Radhika Jaya)”
(Jakarata: UIN Syarif,2018),49

89 Youtube resmi Investree https://Youtu.be/JOmmepVg60JA pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul
11.40

% Daily Social berkunjung ke kantor Investree diakses di yotube resmi Daily Social
https://youtu.be/bubxSpF8rAo tanggal 23 Oktober 2019 pukul 10.29
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Kantor baru Investree dilengkapi dengan ruang kerja yang asik, pantry dan
ruangan kolaborasi yang luas untuk pegawai yang bernama breakout. Desain
ruangan dibuat green sesuai tema dengan takeline “semua bisa tumbuh” yang
digambarkan oleh pohon. Semua kegiatan di kantor serba digital mulai dari absensi,
daftar pengunjung dan booking ruangan. Dan setiap ruangan sangat ketat dengan
adanya security chek yang mana apabila tidak memiliki id card tidak boleh masuk
ke ruangan. Hal ini dilakukan karena Investree merupakan perusahaan keuangan

yang harus mempunyai control security dengan 1SO 27001.

Ruangan Investree berbeda dengan ruang traditional keuangan seperti
perbankan yang privat dan bersekat sekat. Yang mana Investree menerapkan
ruangan open colaboration yang mana antar tim bisa ngobrol dan berkolaborasi

dalam pekerjaan.

Gambar 3. 2

Ruang Kerja Investree
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Tidak hanya itu kantor Investree juga dilengkapi dengan pantry yang asik untuk
ruang makan sekaligus untuk berdiskusi ketika istirahat. Ada juga breakout room
yang lebih stratup yang mana ruangan digunakan untuk sharing apabila ada inovasi

bisnis baru.

Gambar 3. 3

Pantry Investree

Gambar 3. 4

Breakout Room Investree
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B. Misi, Motto Lembaga, dan Legalitas Investree

Misi Investree

Sebagai online markeplace yang mempertemukan orang yang memiliki
kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak
hanya meningkatkan perolehan lender, kami juga membuat pinjaman menjadi lebih

terjangkau dan mudah diakses bagi borrower.%
Motto Investree

Bersama kita lanjutkan upaya untuk berdayakan UKM di seluruh

Indonesia.”
Legalitas Investree

Telah mendapat izin usaha penyelenggara layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi dari OJK Nomor Keputusan lzin Usaha Kep-

45/D.05/2019 tanggal keputusan izin usaha 15 Mei 2019. %

C. Struktur Organisasi Investree
Struktur organisasi Investree terdiri dari Advisor Team, Board of Commisioners,

Board of Director,dan management team.** Berikut susunannya :

91 www.investre.co.id diakses pada 22 Oktober 2019 pukul 18.15
% ibid
% ibid
% ibid
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Advisor Team

Advisor team terdiri dari senior advisor, dan 2 technical advisor sharia bussines

sebagai berikut:

1. Muliaman D.Hadad (Senior Advisor)

Sebagai senior advisor muliaman D.Hadad mempunyai tugas
memberikan nasihat tentang strategi bisnis terutama yang berkaitan dengan
regulasi dan ekspansi usaha di Investree.

2. AH Azharuddin Lathif (Technical Advisor Sharia Business)

Sebagai technical advisor sharia business yang mempunyai tugas di
sebagai ahli syariah di Investree yang akan memberikan masukan dan
membantu Investree syariah dalam menjalankan bisnis sesuai dengan
prinsip syariah. Beliau ditunjuk langsung oleh DSN MUI berdasarakan surat
rekomendasi penunjukan Tim Ahli Syariah Nomor U-492/DSN-
MUI/VI1I/2017.

3. M. Suaidy Masud (Technical Advisor Sharia Business)

Sebagai technical advisor sharia business M. Suaidy Masud yang
ditunjuk oleh DSN MUI berdasarkan surat rekomendasi penunjukan Tim
Ahli Syariah Nomor U-088/DSN- MUI/1/2019. Beliau mempunya tugas
sama seperti AH Azharuddin Lathif yang memberikan masukan dan
membantu Investree syariah dalam menjalankan bisnis sesuai dengan

prinsip syariah.
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Board of Commisioners

Bagian ini terdiri dari Chairman dan Co — Founder and Commisioner sebagai

berikut :

1. Eri Reksoprodjo (chairman)

Beliau bertugas dalam mewujudkan memberikan akses pembiayaan
yang mudah, cepat, dan nyaman bagi UKM dan masyarakat luas termasuk
financial yang inklusif.

2. Dr.Amiruddin (Co- Founder and Commisioner)

Sebagai co — founder and commisioner Dr Amiruddin beliaulah

yang mewujudkan Investree sebagai pionir platform pinjam meminjam

secara gotong royong di Indonesia.
Board of Directors

Bagian ini terdiri dari Co — Founder & Chief Executive Officer, Chief

Information Officer, dan Chief Operation Officer berikut penjelasanya :

1. Adrian Gunadi ( Co- Founder & Chief Executive Officer)
Sebagai Co — Founder & Chief Executive Officer Adrian Gunadi
telah mengimplementasikan sebuah ide untuk membangun wadah digital
yang menghubungkan borrower dan lender yaitu Investree.

2. Dickie Widjaja ( Chief Information Officer)
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Sebagai chief information officer Dickie Widjaja bertuga mengelola
website sehingga Investree menjadi aktivitas pembiayaan yang canggih dan
simpel di Indonesia.

Ade Fauzan (Chief Operation Officer)

Sebagai chief operation officer Ade Fauzan bertugas dalam

operasinal Investree guna menjadikan Investree sebagai produk keuangan

yang inklusi di Indonesia.

Management Team

Bagian ini terdiri dari 8 bagian yaitu chief risk officer, chief of sales, chief

marketing officer, sharia head, supply chain head, digital partnership head, online

seller financing head, dan funding head. Berikut susunan dan penjelasaannya :

1.

3.

Amalia Safitri (Chief Risk Officer)

Sebagai chief Risk Officer Amalia Safitri bertugas dalam penguatan produk
dan ayanan pinjaman dari aspek mitigasi risiko.

Salman Baharuddin (Chief of Sales)

Sebagai Chief of Sales Salman Baharuddin bertugas memperluas cakupan
bisnis sekaligus memaksimalkan fungsi marketplace lending bagi
masyarakat.

Astranivari (Chief Marketing Officer)

Sebagai chief marketing officer Astranivari mempunyai tugas
memasyaraktankan fintech dan market place lending agar lebih dikenal dan

dapat dimanfaatkan secara luas.
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Arief Mediadianto (Sharia Head)

Sebagai sharia head Arief Mediadianto bertugas dalam menjalankan
produk — produk syariah sehingga dapat menumbuhkan perekonomian
syariah Tananh Air ke arah yang lebih baik.

Adria Sudarma (supply Chain Head)

Sebagai supply chain head Adria Sudarma mempunyai tugas dalam
mewujudkan cita — cita inklusi financial di Indonesia secara digital.
Danang Kusuma (Digital Partnership Head)

Sebagai Digital Partnership Head Danang Kusuma bertugas dalam
bidang pengembangan teknologi sehingga Investree dapat digunakan
dengan mudah, cepat, dan aman dengan basis teknologi.

Nova R. Taner (Online seller Financing Head)

Nova R Taner bertugas sebagai Online seller Financing head yang

mana produk ini berhubungan langsung dengan e — commerce.
Fery Bastian (funding Head)
Fery Bastian sebagai funding head mertugas dalam kegiatan funding

pada Investree.

D. Produk — Produk Syariah Investree

Terdapat 3 produk syariah yang ada di marketplace Investree yaitu pendanaan

syariah, pembiayaan usaha syariah, dan online seller financing syariah.® berikut

penjelasannya :

% 1bid
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1. Pembiayaan Usaha Syariah (invoice financing syariah)

Pembiayaan pelancar cash flow bagi pebisnis pintar. Pembiayaan modal
kerja atas tagihan berjalan anda atau invoice financing syariah. produk ini
merupakan produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau invoice, dirancang
dengan menggunakan sekma syariah melalui akad Al — Qardh untuk pemberian
dana talangan dan akad wakalah bil ujrah untuk mendapat keuntungan atau

ujrah.

Invoice financing bekerja dengan cara menjaminkan invoice : sebuah
tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh payor (perushaan yang
mengajukan pembiayaan) untuk memperoleh pembiayaan dari lender. Pada
akhir pembiayaan, payor akan membayar invoice tersebut dan lender pun
memperoleh pengembalian berupa pokok pendanaa (prinsipal) serta

mendapatkan wakalah atau jasa pengurusan dokumen penagihan.

Untuk menjaga prinsip pembiayaan syariah agar tetap pada koridornya,
maka tidak semua invoice dapat diterima di Investree Syariah. invoice yang
berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian,
prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi
bukan merupakan pasar sasaran dari Investree Syariah. nantinya setiap invoice
yang diajukan akan dianalisis, diseleksi, dan disetujui berdasarkan sitem credit
— scoring modern. Proses cepat, aman, berkah sesuai syariah. tedapat 2 pelaku
dalam Investree yaitu pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower).

Ada beberapa keuntungan borrower sebagai berikut :
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a. Sesuai Prinsip Syariah

Semua kegiatan pembiayaan adalah tanpa riba dan bebas dari
transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. karena dalam transaksi
syariah hanya perusahaan perusahaan yang syariah saya yang dapat
bergabung. Untuk perusahaan rokok atau minuman keras tidak dapat
bergabung. Sebelum pendaftaran pembiayaan maka dilakukan analisis

perusahaan terlebih dahulu.

b. Tanpa Bunga

Tidak ada bunga yang akan diterapkan, hanya biaya administrasi
yang kompetitif berdasarkan sistem credit scoring modern dan prinsip
syariah yang akan borrower peroleh. Sistem credit scoring sudah
dicantumkan di website dan borrower dapat menganalisis sendiri berapa

lama jangka waktu transaksi.

Hanya ada biaya pendaftaran marketplace sebesar 2,4% hingga 4%
dari nilai invoice tergantung pada grade pembiayaan yang diberikan
pada aplikasi pembiayaan. Harga akan dikenanakan seacra otomatis

ketika pembiayaan dicairkan kepada borrower.

Begitupun untuk biaya keterlambatan pembayaran akan dikenakan
denda sesuai peraturan yang mana investre akan mengalokasikan dana

keterlambatan sepenuhnya untuk dana sosial dan sesuai dengan Fatwa
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Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17/DSN-MUI/1X/2000 tentang
“sanksi atas nasabah mampu yang menunda — nunda pembayaran”
tanggal 16 September 2000, dan dialokasikan sepenuhnya untuk dana

sosial.

c. Transparan

Tidak ada biaya dan prosedur tersembunyi. Borrower bisa
berdiskusi secara langsung dengan tim melalui Live Chat. Dan borrower

dapat mengalilis pembiayaan yang akan di ajukan.

d. Mudah dan Cepat

Pembiayaan dapat dilakukan kapan pun dan dimanapun saat
borrower membutuhkan. Pembiayaan dapat dikukan dimana saja tanpa
harus berkunjung ke perushaan layaknya bank. Dan untuk perlengkapan

administrasi cukut menggunakan soft file sebagai data pendukung.

Invoice financing sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
nomor 67/DSN-MUV/I11/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” tanggal 6 Maret
2008. Fatwa ini sebagai rujukan bahwa invoice financing diperboleh dalam

syariah sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

2. Pendanaan Syariah
Pendanaan syariah ini merupakan pendanaan untuk pembiayaan
pelancar cahs flow bagi pebisnis pintar yang mana pembiayaan ini

merupakan pembiayaan modal kerja atas tagihan berjalan perushaan
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(invoice finanancing). Adapun keuntungan apabila kita melakukan pendaan
syariah sebagai lender. Berikut keuntungan yang akan kita dapatkan :

a. Sesuai prinsip syariah

Semua kegiatan pendanaa adalah tanpa riba dan bebas dari transaksi
yang dilarang oleh syariat Islam. Karena hanya perusahaan yang
terdaftar adalah perusahaan yang sesuai syariah bukan perusahaan yang
melanggar aturan islam atau masih diragukan seperti perusahaan rokok

maupun minuman keras yang sudah jelas dilarang.

b. Imbal hasil yang atraktif

Lender akan menerima pendapatan imbal hasil berupa ujroh
wakalah sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh borrower tanpa
beban biaya apapun. Untuk ujrohnya dapat kita lihat melalui analisis kita
sebelum mendanai. Kita bebas memilih berapa lama kita membiayaai

dan berupa banyak dana yang akan kita berikan untuk pembiayaan.

c. Risiko teukur

Analisis komprehensif terhadap invoice yang diajukan oleh calon

borrower. Pendanaannya pun dijamin dan berkualitas. Resiko dapat
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dilihat berdasarakan analisis yang bisa lihat di website baik analisis
keuntungan maupun analis perusahaan. Berikut tabel analisis presentase

wakalah yang akan diterima lender

Invoice Financing Syariah

Grade Imbalan Wakalah

A+ 12% Very Low Risk
13% - 14% Low Risk
15% - 16% Medium Risk
17% - 18% High Risk
c- 19% - 20% Very High Risk
Gambar 3.5

Risk Grade di Investree

d. Easy entry

Mulai dari Rp 5.000.000 — 100.000.000 untuk pembiayaan bisnis,
lender dapat mulai mendanai dengan proses aplikasi yang simpel 100%

online.

3. Online Seller Financing Syariah
Merupakan pembiayaan modal kerja (online seller financing) untuk
online dan offline seller yang telah memiliki toko aktif di platform e-
commeerce rekanan Investree yang menggunakan prinsip Syariah (akad

Wakalah) dengan skema pembayaran angsuran setiap bulan, berjangka
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waktu hingga 12 bulan. Dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2 Juta — Rp 2
milliar.

Pembiayaan bisa dilakukan oleh individu dan PT maupun CV yang
berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Tidak
semua pengajuan sharia Online Seller Financing dapat di terima di
Investree. seller yang mengajukan pembiayaan untuk membiayai penjualan
jasa dan atau produk rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian,
prostitudi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung
spekulasi tidak akan diterima untuk pengajuan sharia online seller financing
di Investree.

Berikut dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan Online seller financing
a. Individu
Untuk individu hanya memerlukan KTP dan NPWP saja
b. PTdan CV
Untuk PT dan CV memerluka KTP seluruh pemegang saham dan
pengurus, NPWP seluruh pemegang saham dan pengurus, rekening

koran, akta perusahaan, SK Kemenkumham, SIUP atau TDP

Adapun margin pembiayaan sebesar 0,9& per bulan (berdasarkan grade

score) dan biaya marketplace sebesar 5% dari pembiayaan.
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Berikut rincian margin dan biaya marketplace

0.9% 5%

1.00% %
1.10% %
1.20% %
1.35% %
1.50% 5%
Cc1 1.65% %
1.80% 5%
c3 2.0% %
Gambar 3.6

Rincian Margin Online Seller Financing Syariah

E. Operasional Investree
Dalam kegiatan operasional Investree semuanya dilakukan melalui
sistem internet (100% online). Segala transaksi bisa dilakukan dengan mudah
menggunakan gudget ( hp, laptop, tablet, dan komputer) yang dapat dilakukan
dimana saja dan kapan saja. Langkah selanjutnya yaitu kita mengunjungi website

Investree di www.investree.id

1. Pendanaan Syariah
a. Langkah pertama untuk pendanaan syariah yaitu masuk ke website
resmi Investree, kemudian klik pendanaan syariah, dan selanjutnya
mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai. Untuk
prosedur akan disampaikan dalam lampiran.
b. Selanjutnya borrower bisa melakukan pendanaan kepada pihak yang

membutuhkan dan sesuai dengan yang anda inginkan.


http://www.investree.id/
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c. Borower akan mendapatkan pengembalian dana pada akhir periode
mendanai, Kita akan menerima repayment berupa jumlah dana yang di
salurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada borrower. Selain
pengembalian dana, kita akan menerima keuntungan berupa imbal hasil
atau ujrah  berdasarkan akad Wakalah  Bil  Ujrah.
Seluruh dana yang kita terima akan ditransfer ke CIF lender.

2. Pembiayaan Usaha Syariah

a. Langkah pertama untuk pembiayaan usaha syariah yaitu masuk ke
website resmi Investree, kemudian Kklik pendanaan syariah, dan
selanjutnya mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai.
Untuk prosedur akan disampaikan dalam lampiran.

b. Jika disetuji, aplikasi pembiayaan akan langsung diterbitkan di
marketplasce Investree untuk kemudian didanai oleh pemberi

pembiayaan.

Gambar 3.7
Daftar Perusahaan Yang Sudah
di Terbitkan di Market Place
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Setelah perusahaan di terbitkan maka dikalkukan penandatangan
perjanjian dan pencairan pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan
3. Online seller Financing Syariah

a. Langkah pertama untuk pembiayaan usaha syariah yaitu masuk ke
website resmi Investree, kemudian Kklik pendanaan syariah, dan
selanjutnya mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai.
Untuk prosedur akan disampaikan dalam lampiran.

b. Jika disetuji, aplikasi pembiayaan akan langsung diterbitkan di
marketplasce Investree untuk kemudian didanai oleh pemberi

pembiayaan.

Gambar 3. 8
Daftar Perusahaan yang Sudah di Terbitkan di
Market Place

c. Setelah perusahaan di terbitkan maka dikalakukan penandatangan

perjanjian dan pencairan pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan
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F. Ulasan Pengguna Investree
Data ulasan Pengguna Investree diambil berdasarkan observasi lapangan
kepada nasarasumber yang berkompenten dan sesuai dengan penelitian.
Terdapat 7 informan yaitu CS email, Cs Aplikasi, Staff OJK, 2 Akademisi dan
pelaku pendiri fintech, dan salah satu lender Investree. peneliti juga mengambil
data testimoni borrower dan lender Investree dari channel youtube resmi

Investree.

a. Ulasan Terkait transaksi Financial Technology (Fintech) berbasis
sistem Peer To Peer Lending (P2PL)
Ulasan yang menjelaskan terkait financial technology (fintech)
berbasis sistem peer to peer lending (P2PL) didapat dari website resmi
Invetsree, eksperimen langsung, serta beberapa ulasan dari narasumber

seperti : Sandra (CS Aplikasi) dan Cs email.

Berdasarkan hasil ulasan diatas maka bisa dinyatakan bahwa fintech
berbasis sistem P2PL merupakan aplikasi yang mempertemukan antara
orang yang kelebihan dana dengan orang yang mebutuhkan dana yang mana
kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan mudah kapan saja dan dimana
saja hanya melalui gadget (smartphone, laptop, tablet, dan komputer) serta
penggunaan dibantu oleh internet. Transaksi ini lebih dikenal khalayak

umum dengan istilah pinjama online (pinjol).
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b. Ulasan Terkait transaksi Financial Technology (Fintech) berbasis
sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam perspektif Hifdzu Mal
(Pada Perusahaan Investree)

Berikut merupakan beberapa ulasan yang mengkaji terkait transaksi

Financial Technology (Fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending

(P2PL) dalam perspektif Hifdzu Mal (Pada Perusahaan Investree)

A. CS email®

CS email merupakan salah satu fasilitas yang diberikan
oleh Investree untuk mendapatkan informasi terkait pertanyaan
tentang Investree, baik pertanyaan transaksi maupun operasional
Investree. Sehingga dengan adanya CS email memudahkan
masyarakat untuk mengetahui Invetree tanpa harus ke kantor
Investree sehingga lebih efesien dan tidak membuang waktu karena
bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. CS email beroperasi
pada hari Senin — Jum’at pukul 08.00 — 17.00. berdasarkan
informasi yang didapatkan bahwa dalam transaksi tidak boleh
merangkap sebagai 2 akun. 1 akun hanya bisa menjadi lender
ataupun borrower. Hal ini menujukan bahwa Investree sangat ketat
dalam proses sreaning data pengguna. Cs email menjelaskan
secara detail transaksi sebagai lender bisa melakukan pendanan
syariah dikhuskan untuk produk pembiayaan berbasis invoice -

(invoice financing). Akad syariah yang digunakan pada produk

% CS Email, wawancara via Email, 26 Juni — 9 Juli 2019.
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syariah adalah akad Al — Qard dan akad Wakalah Bil Ujroh.
Konsep Al — Qard dijalankan saat lender menginvestasikan
sejumlah dana kepada borrower (sebagai pihak yang dibutuhkan).
Atas dana yang diberikan ini pihak borrower wajib
mengembalikan kepada pihak lender dengan nilai sepadan.
Adapun selain Al — Qard dalam hal transaksi teknisnya digunakan
juga akad Wakalah Bil Ujroh, akad wakalah (pelimpahan kuasa)
dari pihak borrower kepada lender untuk melakukan penagihan
langsung kepada pihak payor atas invoice yang sudah disampaikan
olen borrower kepada payor. Sebagai wakil yang ditunjukan
melaksanakan pengelolaan dana penangihan invoice kepada payor
pihak lender berhak untuk mendapatkan imbalan atas jasa (ujroh).
CS email memberikan informasi terkait akad transaksi yang mana
akad yang diterapkan merupakan akad sesuai prinsip syariah.
B. CS Aplikasi (Sandra)®’

Sandra salah satu CS aplikasi dalam pesan fresh chat
memberikan banyak informasi terkait transaksi P2PL di Investree.
untuk menjadi borrower di Investree dapat memilih 2 jenis
pinjaman, yaitu bisnis dan online seller financing. Untuk pinjaman
bisnis diberikan kepada perusahaan yang telah berbadan PT atau
CV dan memiliki inovice tagihan kepada perushaaan BUMN, listed

company dan multinasional.dan untuk pinjaman onlines eller

% Sandra, wawancara bertahap melalui fresh chat 17 Juli 2019 — 24 Oktober 2019.



88

financing diberikan kepada seller yang sudah bergabung selama 3
— 6 bulan di e — commerce seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia
dan Matarahari Mall. Dengan miniman penjualan sebesar Rp.
2.000.000/bulan. Invstree bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga
dan Bank Danamon dalam melakukan transaksi transfer
pembiayaan apabila borrower atau lender memiliki rekening bank
lain maka akan dikenakan biaya transfer antar bank.

Sandra menjelaskan bahwa terdapat dua akad terpisah
dalam transaksi ini yaitu Konsep Al-Qard dijalankan saat lender
memberikan/ menginvestasikan sejumlah dana kepada borrower
(sebagai pihak yang membutuhkan). Atas dana yang diberikan ini
pihak borrower wajib mengembalikan kepada pihak lender dengan
nilai sepadan. Adapun selain Al — Qard dalam hal transaksi
teknisnya digunakan juga akad Wakalah Bil Ujroh, akad Wakalah
(pelimpahan kuasa) dari pihak borrower kepada lender untuk
melakukan penagihan langsung kepada pihak payor atas invoice
yang sudah disampaikan oleh borrower kepada payor. Sebagai
wakil yang ditunjuk melaksanakan pengelolaan dan penagihan
invoice kepada payor , pihak lender berhak untuk mendapatkan
imbalan atas jasa (ujroh). Sehingga secara umum, pihak lender saat
masa akhir pembiayaan tidak hanya mendapatkan pengembalian
atas pokok Al — Qard namun juga akan mendapatkan imbal jasa

(ujroh). Investree sebagai pihak penyelenggara akan mendapatkan
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upah/fee atas jasa penyediaan platform marketplace dari pihak
borrower sebagai pihak yang membutuhkan dana karena telah
memudahkan pihak yang membutuhkan dana untuk mendapatkan
bantuan dana dari pihak lender.

Beliau juga menyatakan bahwa Investree belum ada DPS
untuk saat ini Investree hanya memiliki technical advisor syariah
yang bernama Ahzarudin Latief, belum setara dengan DPS dan
berfungsi untuk membantu pembuatan produk — produk syariah
yang ada di Investree saat ini yang berupa pinjaman bisnis atau
online seller financing. Investree sudah terdaftar dan diawasi oleh
OJK.

Beliau menjelaskan fitur syariah sejak tahun 2016 hingga
saat ini yaitu pinjaman syariah berbasis invoice dan juga online
seller financing. Adapun kelebihan Investree yaitu lender dapat
langsung menerima margin yang dibayarkan oleh borrower tanpa
beban biaya apapun. Pendanaannya pun dijamin berkualitas dan
dengan proses simpel, 100% online. Dan dapat mendanai sebagai
lender minimal sebesar Rp 1.000.000. Tidak hanya itu pinjaman
bisnis terjamin dengan jaminan berupa cek giro mundur yang dapat
dicairkan apabila pinjaman tersebut yang dapat di cairkan apabila
pinjaman tersebut mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari
90 hari dan apabila pihak borrower sudah tidak komunikatif dan

sudah tidak dapat ditemui. Menurut aturan OJK, pinjaman akan
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diklasifikasikan sebagai kredit macet jika pinjaman tersebut telah
mengalami keterlambatan selama 90 hari atau lebih. Sampai saat
ini pada Investree borrower belum pernah mengalami gagal bayar.
Untuk keamanan akun pastinya akan terjamin karena Investree
telah terdaftar di OJK dan sesuai dengan peraturan OJK POJK
Nomor 77/POJK.01/2016 yang berisikan tentang layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi Informasi.

Sandra menyatakan bahwa dalam Investree tidak ada
mengendapan dana yang mana apabila dana sudah terpenuhi dan
borrower sudah melengkapi dokumen pencairan dana aka dana
akan segera dicairkan ke borrower dan menjadi pendaan aktif pada
akun lender.

C. Bapak Z (OJK)%

Bapak Z sebagai salah satu staf OJK menjelaskan terkait
regulasi fintech dan pengaruh fintech dalam pertumbuhan ekonomi.
Beliau menjelaskan secara garis besar fintech masuk dalam POJK
No 77/POJK.01/2019 tentang layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi. Beliau juga menjelaskan bahwa
banyak cara yang dilakukan OJK dalam menangani masalah akibat
fintech.

Tedapat 2 garis besar atau 2 tindakan yang dilakukan OJK

dalam mengangani masalah yaitu melalui tindakan priventif dan

% Z, wawancara, 30 Agustus 2019
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tindakan represif. Tindakan priventif merupakan tindakan yang
dilakukan sebelum terjadinya resiko yaitu dengan cara
meningkatkan literasi dan sosialisasi. Adapun sosialisasi yang
dilakukan OJK dengan banyak cara yaitu :

. Sosialisasi melalui website resmi OJK di www.ojk.co.id

. Sosialisasi melalui website www.sikapiuangmu.go.id

. Sosialisasi melalui instagram OJK @ojkindonesia

Sosialisasi banyak dilakukan melalui media sosial karena
berhubungan dengan financial technology dimana orang yang
menggunakan pasti sudah punya literasi digital yang kemungkinan
besar mereka sudah paham cara menggunakan gadget (hp, laptop,

komputer, tablet dll).

Adapun tindakan represif yang merupakan kebalikan dari
tindakan preventif. Yang mana tindakan ini dilakukan setelah
terjadinya resiko. Adapun beberapa cara yang dilakukan OJK

dalam tindakan ini yaitu :

Dengan menerbitkan list nama perusahaan fintech yang legal
terdaftar di OJK. Berarti yang tidak terdaftar merupakan fintech
yang ilegal.

. OJK akan melaporkan perusahaan fintech yang tidak terdaftar dan

bisa dipidanakan.


http://www.ojk.co.id/
http://www.sikapiuangmu.go.id/
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Untuk masalah P2PL syariah yang tidak ada DPSnya beliau
tidak bisa memberikan jawaban karena jawaban harus keluar dari
pejabat yang lebih expert dalam bidang ini. Namun beliau
memberikan gambaran bahwasanya P2PL merupakan industri
yang baru dan tidak bisa mendapat equal treatment sebagai mana
industri lain yang sudah mandiri secara modal, SDM, perangkat IT
dan lain sebagainya. Bayangkan apabila industri baru tumbuh
diberikan PR yang banyak kapan dia mulai berjalan, kapan dia
mulai lari, kapan dia tumbuh berkembang dan memperbaiki. Jika
hal tersebut dilakukan maka akan terpengaruh terhadap tumbuh
industri tersebut. Dulu OJK belum menerbitkan list nama fintech
yang terdaftar dan OJK belum melakukan pelaporan seiring
berjalannya waktu perarturan lebih dipertegas. Hal ini diberikan
semacam relaksasi untuk tumbuh dan berkembang. P2P yang
menjawab kebutuhan masyarakat karena sudah bersinggungan
dengan technology diberikan peluang utnuk tumbuh dan
berkembang. Disisi lain fintech menjadi sorotan masyarakat yang
mana masyarakat ingin terpenuhi dahaga tentang keamanan tapi
dia lupa bagaimana perusahaan P2PL harus diberikan kesempatan

untuk tumbuh.

Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sekarang
ini di Indonesia terdapat berbagai macam opsi produk syariah tapi

hanya mencapai 6% dari market share. Diharapkan fintech syariah
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bisa lebih unggul dari fintech non syariah karena start-nya bersama
dari awal. Kalau dulu industri selain fintech terlebih dulu
konvensional. Karena sekarang mulai bersama harapannya fintech
syariah bisa berbicara lebih dari konvensional dan pastinya
menjadi pilihan masyarakat bukan hanya masyarakat muslim
melainkan masyarakat Indonesia secara umum. Dan diharapkan
fintech syariah tidak menjadi industri keuangan yang eksklusif
karena apabila menjadi industri yang ekslusif mereka akan sangat
terbatas dalam pasar. kalau menjadi produk yang inklusif akan
mudah diterima masyarakat sehingga kesempatan untuk

mengambil market share dibidang pinjaman online secara syariah.

Fintech harus bergerak lebih banyak mengambil
kesempatan yang sudah terbuka berpengaruh pada pertumbuhan
ekonomi dan berhasil karena bisa menjangkau masyarakat. Seperti
halnya produk laku pandai yang bisa menjakau pelosok fintech
merupakan industri yang lebih dibanding laku pandai. Apabila
seluruh akses keuangan masyarakat Indonesia terpenuhi tingkat
inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia membaik dan
pertumbuhan ekonomi tentang permodalan sudah terjawab

sehingga perekonomian berputar lebih pesat.

Pinjaman online menjadi solusi dalam pendistribusian
pendapatan sebagai contoh kecil apabila ada orang mempunyai

skill dalam pembuatan martabak dan martabaknya laris dikalangan
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masyarakat dan mebutuhkan modal untuk pengembangan usaha
maka P2PL sebagai solusi tepat untuk pembiayaan. Dengan biaya
dari P2PL maka penjual martabak usahanya berkembang dan
berpengaruh terhadap pendapatan penjual telur maupun penjual
terigu. Yang nanti hal tersbut juga membantu meningkatkan pabrik
telur dan pabrik terigu karena pendapatan meningkat dan produk
banyak dibeli oleh masyarakat sehingga nilai saham perusahaan
akan naik dan investor mendapat deviden dan investor
membelanjakan pendapatannya ke toko atau mall untuk membeli
kebutuhan. Contoh kecil ini mengambarkan roda perekonomian
berputar dimulai dari hal kecil yang menjadi besar ini merupakan

konsep perekonomian secara mikro.

D. Bapak Kyai Abdus Salam (selaku akademisi)®®

Bapak kyai Abdus Salam menjelaskan tetang bagaimana
transaksi yang sesuai syariah. Beliau menjelaskan bahwa syariah
bukan hanya formalitas atau bungkusnya saja. Syariah tidak bisa
hanya dilihat berdasarkan keterangan namun harus masuk dalam
transaksi seperti apa transaksinya berlangsung. Sehingga untuk
mendapatkan informasi terkait syariah atau tidaknya harus kepada
orang yang benar — benar melakukan praktik. Karena banyak

praktik — praktik yang menyatakan syariah namun nyatanya tidak

% Abdus Salam, wawancara, 8 Agustus 2019
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syariah tidak hanya melalui via online bahkan yang ofline pun
banyak yang masih melakukan hal tersebut.

Apabila dia menggunakan akad maka akad yang digunakan
harus sesuai dengan akad yang susungguhnya. Untuk masalah
online atau tidak itu hanya mediasi saja. Beliau juga menjelasakn
bahwa pentingnya DPS adalah sebagai pembeda dengan yang non
syariah. namun perlu diperhatikan bahwasanya DPS disini tidak
boleh hanya sekedar DPS saja yang hanya menjalankan tugas
dengan formalitas namun harus menjalankan tugas DPS dengan
semestinya. Karena masih banyak lembaga besar yang mempunyai
DPS ternama namun DPS hanya sebagai formalitas saja hal itu
percuman dilakukan.

Kegiatan syariah harus sesuai figh yang mana fatwa
merupakan salah satu bentuk figh. Figh merupakan peraturan
hukum yang digali berdasarkan aturan Al — Qur’an dan hadist.
Munculnya figh syariah ini karena banyak bisnis yang tidak sesuai
hukum Islam. Oleh karena itu transaksi syariah harus sesuai figh
dan praktiknya nyata tidak hanya formalitas dalam pernjanjian
saja. Untuk layanan online hanya media dan alat untuk komunikasi.
Sehingga dalam layanan online pun harus menerapkan prinsip —
prinsip sesuai syariah dalam praktiknya.

Untuk akad yang digunakan apabila menggunakan akad

Wakalah maka harus jelas apa yang diwakilkan. Dan untuk akan
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Wakalah Bil Ujroh maka ujroh merupakan biaya dari yang
diwakilkan tersebut. Penerapan akad harus sesuai dengan prinsip —
prinsip syariah.

E. Bapak Huryatul Akmal (selaku akademisi)1%

Bapak Hury salah satu dosen di UIN Syarif Hidayatullah
yang expert dalam bidang ekonomi syariah. beliau menyatakan
bahwa fintech merupakan mediasi saja untuk fintech syariah
dikatakan syariah apabila dia sudah menerapkan prinsip — prinsip
syariah. diperlukan adanya DPS untuk membedakan dengan yang
tidak syariah. Dalam fintech syariah harus jelas akadnya dan harus
sesuai dengan fatwa DSN MUI. Fatwa tersebut harus di tampilkan
dalam web P2PL syariah.

Terdapat beberapa kelebihan P2PL syariah diantaranya
transaksi lebih mudah dan efisien, bebas memilih jumlah pinjaman
dan jangka waktu pinjaman. Untuk lender kelebihan terletak dalam
potofolio yang transparan yang mana lender dapat memilih akan
berinvestasi pada perusahaan yang mana. Ada juga beberapa
kekurangan dalam P2PL syariah ini yaitu : masih banyak kata
pinjaman yang diterapkan dalam P2PL syariah. tak hanya itu
kurangnya literasi masayrakat terkait fintech syariah juga menjadi
salah satu kelemahan yang mana masyarakat dapat dengan mudah

tertipu dan terperangkap dalam banyak hutang. Dan masih

100 Huriyatul Akmal, wawancara, 16 Oktober 2019
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banyaknya fintech ilegal yang merugikan masyarakat baik berupa
data diri maupun privasi masyarakat. Sehingga perlu adanya
regulasi yang lebih tegas.

Poin penting dalam P2PL syariah adalah penerapan prinsip
— prinsip syariahnya. Apabila sudah menerapakan sesuai prinsip —
prinsip syariah maka bisa dikatakan syariah. untuk hifdzu mal
terdapat dalam pengelolaan harta yang mana pengelolaan harta
harus sesuai syariah. dan harus menerapkan prinsip sama — sama
suka atau antaradin minkum.

F. Bapak Dian Berkah (selaku pelaku Fintech)0?

Bapak Dian Berkah selaku salah satu pendiri fintech syariah
menyatakan bahwa untuk mendaftar fintech syariah harus melewati
syarat — syarat dan ketentuan yang begitu ketat dari OJK. Dalam
proses pendaftaran OJK cukup rumit karena fintech harus
melakukan double proses. Berikut beberapa proses pendaftaran
fintech :

1. Harau minta rekomendasi dari dewan syariah nasional dalam
rangka untuk memberikan rekomendasi dewan syariah yang diutus
oleh fintech itu yang kemudian diserahkan ke OJK

2. Penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus sudah terdaftar di
kominfo. Apabila sudah mendaftar akan mendapat sertifikat dari

kominfo yang sealnjutnya sertifikat ini sebagai syarat OJK

101 Dian Berkah, wawancara, 23 Agustus 2019
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3. Mendapat surat rekomendasi/ keterangan dari AFPI (asosiasi

fintech pendanaan bersama Indonesia)

Beliu menyatakan bahwa persyaratan sangat berat karena harus
mencantumkan dokumen —dokumen yang sangat penting dan tidak

bisa main — main.

Setelah masuk ke OJK ada cheklist form dari OJK khusus
mendaftar per Mei 2019 sangat rigit. Dilakukan cek mulai dari
dokumen — dokumen, sistem IT, struktural perusahaan (pemegang
saham dan komisaris). Dan harus mengusulkan 2 Dewan syariah
yang telah direkomendasikan oleh DSN MUI. Dalam fintech
syariah dilakukan double chek yaitu kepada pusat pengawasan dan

IKNB syariah.

Setelah cek semua dokumen maka dilakukan demolife yang
mana penyelenggara harus mendemokan sistem elektronik yang
digunakan. Selajutnya dilakukan visit oleh OJK yaitu kunjungan
OJK guna mengecek perlengkapan kantor. Setelah semua lolos
maka taham selanjtnya yaitu profet test untuk pimpinan, komisaris,
dan pemegang saham. Apabila semua sudah disetujui oleh OJK
sebagai pinjam meminjam sistem elektronik maka fintech syariah

terdaftar dan baru bisa beroperasi.

Beliau menyatakan bahwa fintech syariah merupakan fintech

yang menghubungkan lender (pemberi pembiayaan) dihubungkan
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kepada borrower (penerima pembiayaan) dan dipertemukan oleh
fintech untuk kegiatan sesuai dengan prinsip syariah yang
dijalankan mengakomodir semua umat. Beliau menyatakan bahwa
UMKM di Indonesia kurang lebih 1600 trilliun yang mana baru
600 trilliun yang baru diberikan akses keuangan dari perbankan dan
masih ada 1000 trilliun yang belum mendapatkan pendanaan.
Disinilah fintech hadir untuk mengisi dengan sasaran unbankable

(tidak bisa mengakses perbankan).

Beliau menyatakan bahwa sebenarnya yang lebih islami
bukan perbankan melainkan fintech karean fintech tidak ada
penimbunan dana dia menghubungkan betul antar orang yang
memiliki dana dengan orang yang membutuhkan dana untuk usaha.
tidak ada penimbunan harta dan disitu danan mengalir sehingga
fintech lebih syariah. fintech tidak boleh shadow banking

(menyerupai bank) tidak boleh mengkolek uang seperti perbankan.

Beliau menyatakan bahwa dalam fintech syariah ini harus

melakukan hal berikut;

1. Setiap borrower wajib di screaning data (pengecekan
data nasabah dari segala aspek)

2. Tidak bisa menyelengarakan pembiayaan sebelum
mendapat ijin dari OJK. Syariah harus berprinsip tidak

boleh main — main
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3. Persyaratan lebih mudah lebih unbakable

Beliau juga menyatakan bahwa analisis syariah prinsip

bisa dilihat dari :

1. Prinsip kelembagaan harus jelas dan terdaftar di
OJK

2. Prinsip kegiatan usaha yang berhubungan dengan
fatwa DSN MUI sebagai acuan

3. Prinsip — prinsip bagaiman DPSnya menjalankan
tugas apakah betul — betul mengawasi sesuali
prinsip. Namun nomor 2 diawal itulah yang paling

penting.

Beliau juga menyatakan bahwa akad dalam fintech syariah
khusunya P2PL menggunakan akad Wakalah Bil Ujroh yang mana
fintech bukan pemberi pembiayaan tapi menghubungkan lender
kepada borrower seolah — olah lender dan borrower bertransaksi
langsung. Dan ujroh diberikan kepada penyelenggara. Begitupun
ketika pembiayaan sudah selesai ada bagi hasil kepada lender.

Maka fintech tidak boleh menahan keuntungan itu.

Adapun prinsip syariah yang lainnya yaitu apabila tidak bisa
membayar pembiayaan maka akan dikenakan taksir/denda yang
mana keterenagan harus disampaikan diakad. Beliau juga

menyatakan bahwa keterangan yang di websit sudah sesuai dengan
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transaksi penyelenggra apabila terdaftar di OJK karena sudah lolos
Uji Regulatori Senbox OJK. Adapun beberapa tranpasransi yang

harus dijelaskan oleh penyelenggara meliputi :

1. Unsur keterbukaan mengenai gambaran yang jelas tentang
proses transaksi

2. Secara terbuka menunjukan siapa pemimpin dan struktural
perusahaan

3. Menampilkan tingkat pengembalian pembiayaan minimal
90% kalau didunia perbankan NPF.

4. Harus menampilkan disclaimer resiko kredit.

Dengan ini maka lender / borrower bisa memilih fintech

mana yang harus dipilih.

Adapun kelebihan fintech syariah menurut beliau yaitu :

1. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pembiayaan
dan pendanaan karena bisa dilakukan kapan saja dan
dimana saja tanpa harus pergi ke tempat pembiayaan.

2. Menjadi solusi yang khususnya masyarakat yang tidak
dapat akses pembiayaan dari perbankan.

3. Sesuai dengan prinsip syariah yaitu :

a. Memberikan kepastian bahwa bisnis sesuai

syariah
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b. Tidak mungkin gharar karena menjelaskan
secara rinci riwayat perusahaan maupun
borrower.

c. Terdapat akad Wakalah Bil Ujroh yang mana
menjelaskan  bahwa  fintech  merupakan
wakil/perantaran dalam menyalurkan
pembiayaan dan berhak menerima ujroh.

d. Tidak mengambil keuntungan yang dari lender

e. Apabila tidak dapat membayar maka akan
dikenakan kiyar/denda yang telah disepakti oleh
dua belah pihak.

4. Fintech memiliki kantor baik kantor sendiri ataupun sewa

5. Memiliki backup data pribadi nasabah yang tidak boleh
dibagikan dan memeliki surat pernyataan bahwa tidak akan
membagiakan data nasabah kecuali data nasabah secara
umum.

6. Dala perizinan benar — benar ketat sehingga tidak main —
main karena dilakukan double chek dan harus terdaftar di

DSN MUI.

Beliau juga menyatakan bahwa tidak akan ada penipuan
dalam fintech syariah yang terdaftar di OJK yang mana
maksudnya borrower dan lender tidak akan bisa

membohongi fintech karena fintech memiliki artvisual
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intellegent. Tak hanya itu beliau juga menyampaikan
bahwa perushaaan fintech ilegal yang main — main tidak

akan bisa bertahan karena biayaannya mahal.

G. Adrian Siaril (Lender Investree).%?

Sebagai lender langsung dari invetree beliau menyatakan
bahwa sudah lama menggunakan Investree sebelum Investree
sebesar sekarang. Beliau menyatakan bahwa dulu sedikit sekali
berinvestasi di Investree karena belum semaju sekarang. Beliau
juga menyatakan tujuan beliau berinvestasi adalah sebagai lawan
inflasi saja sehingga tidak ada dampak signifikan dari investasinya
di aset manapun terkait taraf hidupnya.

Beliau menyatakan bahwa Investree aman dan mudabh itu salah
satu alasan kenapa beliau berani berinvestasi di Investree. Untuk
keamanan IT tidak pernah ada masalah. Namun ada masukan
beliau terkait keamanan keuangan karena tidak ada asuransi
pembiayaannya. Dan harapan beliau perlu adanya asuransi,
perbanyak pembiayaan, dan adanya RM. Namun tidak dipungkiri
bahwa sekarang Investree sudah update karena beliau berinvestasi
tahun lalu.

Beliau juga menyatakan pengalam invetasinya di blog beliau

dan yang dituangkan bukanlah asumsi melainkan opini beliau

102 \Wawancara, 29 Oktober 2019
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setelah mencoba berinvestasi di Investree. teradapat beberapa
ulasan tentang investree di blog beliau.

H. Borrower
1. Ramya Prajna (Co- Founder of ThinkWeb)

Sebuah perusahaan yang bergerak di adserventing dan
marketing consultan. Sebagai penyedia jasa kreatif semakin
besar modal kerja yang dibutuhkan terutama yang berkaitan
dengan pihak ketiga. Sehingga terjadi masalah pada modal.
Sedangkan apabila mengajukan ke bank ada beberapa syarat
yang tidak memenuhi. Mencoba menggunakan peer to peer
lending vyaitu Investree. Dengan mendaftar online dan
menyertakan jumlah uang yang dibutuhkan. Meminjam di
Investree berbeda dengan meminjam dari bank di Investree
kita tahu persis dengan siapa Kita pinjam karena tranparansi
yang diberikan oleh Investree. Membatu perusahaan
menengah dengan aman dan kerjaan selesai.

2. Shinta  Vidhyawati (Founder  of moonlighthink
Communication)%

Sebuah perusahaan berjasa di bidang desain grafis

yang banyak mengerjakan company profile. Pembayaran dari

client tidak sama yang 20% di depan adanya yang 50%

108 Channel Youtube resmi Investree https://youtu.be/AM3goziAjiw dikases pada 23 Oktober 2019
pukul 13.27
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didepan dan ada yang 100% dibelakang. Sehingga kesulitan
dalam modal. Mencoba mendaftar Investree dengan proses
yang mudah hanya mendaftar dengan online dan langsung
verifikasi. tidak lama kemudian pinjaman disetujui. P2PL
merupakan solusi tepat bagi Indonesia karena memberikan
kesempatan perusahaan untuk berkembang. Ibu shinta merasa
puas dengan layanan yang diberikan Investree karena tim
Investree sangat membantu dan sangat informatif dan mudah

di hubungi.

. Joko Owner Juragan Tas!®

Perusahaan di bidang seller online aneka tas dari
produk inpor maupun lokal seperti dompet, tas, koper dan ikat
pinggang. Terjun usaha online dari Juni 2016. Usaha
berkembang tapi ada keterbatasan modal. Dan searching
perushaan fintech lalu menemukan Investree. Dan nyoba
mengajuan. Pengajuan singkat gampang tidak sampai 10 menit
pengajuan. Respon cepat besoknya dihubungi pihak Investree
untuk langkah - langkah selanjutnya dan bisa
mengembangakan usaha beliau. Investree sangat rekomendasi
kemudahan,efektifitas peminjaman, kecepatan pelayanan,

staff dan marketingnya ramah.

105 Chanel Youtube resmi Investree https://youtu.be/Q6UHOKX0xYE dikases pada 23 Oktober

2019 pukul 14.00
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Iman Sjafei Founder Rekreasi'®

Rekreasi merupakan konten company saat membikin
video dan konten iklan membutuhkan permodalan yang sangat
besar. Sedangkan waktu itu rekreasi adalah sebuah UKM dan
bingung dalam permodalan. Melihat iklan di internet dan
menemukan Investree. dari awal sistemnya invoice financing.
Investree unik karena hanya 2 kali pertemuan diawal dengan
pihak Investree dan selebihnya dengan sistem online.
Rekomendasi bekerjasama dengan Investree karena sangat
bersahabat dan mudah. Bersama Investree semua bisa tumbuh.
Ben Wirawan CEO & Founder Torch%

Torch.id brand dibidang fashion tahu Investree dari
konsultan keuangan. Sistemnya tidak rumit. Milih syariah
karena sejak lama ingin membiayaai bisnis dengan
permodalan syariah karena produknya merupakan produk
syariah salah satunya sandal untuk umroh dan haji sehingga
ingin untuk semua permodalan berbasis syariah. Dengan itu
bisnis untung hati tenang. Waktu apply salah satu yang
membantu dengan membuat wa grup bareng untuk berdiskusi
dan mudahkan . Buat yang ingin syariah bisa mulai di

Investree membantu dalam kebutuhan mendapatkan modal

106 Channel Youtube resmi Investree https://youtu.be/N8M7_pxUx5c diakses pada 23 Oktober

2019 pukul 14.26
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dengan mudah dan cepet. Akan terus kerjasama dengan
Investree berdasarkan pengalaman karena pertumbuhan modal

yang dibutuhkan karena target yang terus naik.

Lender

1. Belinda Bulandari (Marketing Manager/ Travel Enthusiast)!®®

Bekerja sebagai marketing manager di sebuah
perusahaan kecantikan terkemuka hobi traveling destinasi
favorit Turkey. Masih sedikit masyarakat Indonesia yang suka
berinvestasi penyembabnya macam — macam tapi yang utama
adalah keterbatasan pengetahuan mereka tentang dimana dan
bagaimana berinvestasi yang paling tepat. Jasa P2PL seperti
Investree menjadi pilihan menarik untuk masyarakat awam
yang ingin mengalokasi uang menganggurnya dengan tepat.
Pertama mendengar Investree sangat menarik karena return
menarik cara mudah dan semua transparan. Secara tidak
langsung kita membatu pengusaha menengah dan karyawan di
Indonesia ada semacam nilai kebersamaan yang di junjung
oleh Investree. prosesnya gampang banget tinggal registrasi
dan isi form semua online dan cepat dan pasti akan mencoba

Investree lagi.

1%8Channel Youtube resmi Investree https://youtu.be/q_0g3B3P6nU dikases pada 23 Oktober

pukul 14.53
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2. Anandya Aryaguan (Financing Planner / Marathon

Enthusiast)®

Bekerja sebagai direktur di perushaaan bergerak di
bidang financial hobi olahraga lari beberapa kali ikut event
maraton dalam negeri maupun luar negeri. Hanya 3%
masyarakat Indonesia yang tau betul terkait Investasi. orang —
orang tidak mudah untuk menemukan tempat investasi yang
tepat untuk mereka. Beliau yang bergerak di bidang financial
sangat ingin mencoba P2PL ini. Investree sangat mudah
digunakan dan informasi sangat jelas dan kita bisa mulai
dengan jumlah yang sangat minimum karena prosesnya online
jadi semua sangat cepat. Oleh karena itu beliau mencoba
Investree. saat itu lagi nunggu pesawat yang sedang boarding
yang waktunya sangat pendek sekali dan apply di Investree
semua proses selesai dalam hitungan menit. P2P lending ini
merupakan solusi yang tepat untuk Indonesia dengan jumlah
yang sangat minumun siapapun bisa mencoba P2P lending ini.

mencoba sejak Investree beridiri.

109 1hid



BAB IV
ANALISIS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERSASIS SISTEM

PEER TO PEER LENDING (P2PL) DALAM PERSPEKTIF HIFDZU MAL

A. Financial Technology (Fintech) berbasis sistem peer to peer lending (P2PL)
fintech berbasis sistem P2PL merupakan bisnis trobosan baru di era

industri 4.0 ini. P2PL adalah suatu marketplace/platform yang memudahkan
masyarakat dalam bertransaksi baik pembiayaan maupun pendanaan. Yang
mana kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja
melalui gadget( smartphone, tablet, laptop, dan komputer) yang transaksinya
100% online. salah satu perusahaan P2PL yang sudah terdaftar dan berizin di
OJK adalah PT Invetree Radhika Jaya (Investree).!'? Terdapat beberapa istilah

— istilah penting, produk, akad, mekanisme yang diterapkan dalam Investree,

berikut penjelasannya :

1. Istilah — istilah penting
Dalam P2PL terdapat beberapa istilah — istilah penting diantaraya :
platform/ marketplace, borrower, dan lender. Berikut penjelasannya
a. Platform/ marketplace
Platform/marketplace merupakan penyelenggara layanan P2PL
yang berbadan hukum PT. Platform ini menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan layanan pinjam meminjam online. Platform dapat

berupa website maupun aplikasi sesuai ketentuan penyelenggara.

110 www.ojk.go.id diakses pada 1 November 2019 pukul 15.44
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b. Borrower

Borrower merupakan istilah bahasa inggris yang artinya orang yang
meminjam uang. Dalam P2PL borrower yang dimaksud adalah orang

yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha.

c. Lender

Lender merupakan sebutan bagi orang yang mempunyai kelebihan
dana dan akan mendanaai borrower. Lender juga bisa diartikan sebagai

investor

. Produk — produk Investree

Terdapat 3 produk syariah dalam Investree yaitu pembiayaan usaha
syariah (invoice financing syariah), pendanaa syariah, Online seller
financing syariah. berikut penjelasannya :

a. Pembiayaan Usaha Syariah (invoice financing syariah)

pembiayaan usaha syariah merupakan pembiayaan suatu perusahaan
yang dijamin dengan invoice (tagihan atas barang atau jasa yang telah
diberikan oleh perusahaan). Investree hanya memperbolehkan
perusahaan yang sesuai syariah saja yang dapat melakukan pembiayaan,
apabila perusahaa tersebut berasal dari perusahaan rokok, minuman
keras, obat terlarang, perjudian, babi, hotel yang tidak syariah,
prostitusi, dan kegiatan yang megandung spekulasi maka tidak dapat
mendaftar di Investree untuk melakukan pembiayaan ini. Hal ini

bertujuan untuk menjaga prinsip syariah agar tetap pada koridornya.
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b. Pendanaan Syariah

Pendanaan syariah merupakan pendanaan bagi pembiyaan suatu
perusahaan invoice financing. Yang mana pendanaan ini sesuai dengan
prinsip syariah karena hanya perusahaan yang sesuai prinsip syariah saja
yang dapat didanai. Selanjutnya lender mendapatkan imbal hasil berupa
ujroh. Dalam pendanaan lender juga dapat menganalisis resiko yang
terjadi karena pendanaan sangat transparan. Pendanaan juga terjangkau
mulai dari Rp 5.000.000 hingga Rp. 100.000.000. Pendanaan dilakukan

100% melali online.
c. Online Seller Financing Syariah

Online seller financing syariah merupakan pembiayaan untuk
pelaku usaha yang telah bergabung di e-commerce yang telah bekerja
sama dengan Investree adapun beberapa e-commerce yang telah
bergabung yaitu Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Matahari.com.
Domisili pembiayaan berlaku di daerah Jabodetabek, Bandung,
Semarang, dan Surabaya. Jumlah pembiayaan sebesar Rp 2 Juta — Rp 2

miliar dengan syarat usaha memiliki omset minimal 2 juta/bulan.
3. Akad yang digunakan dalam Investree

Terdapat 2 akad yang digunakan dalam transaksi yaitu akad Al — Qard

dan akad wakalah bil ujroh.*! Berikut penjelasannya :

111 Wawancara CS aplikasi tanggal 17 Juli 2019
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a. Akad Al — Qard

Dijalankan saat lender memberikan / menginvestasikan sejumlah dana
kepada borrower (sebagai pihak yang membutuhkan). Atas dana ini pihak

borrower wajib mengembalikan kepada pihak lender dengan nilai sepadan.

b. Akad Wakalah Bil Ujroh

Akad wakalah (pelimpahan kuasa) dari pihak borrower kepada lender
untuk melakukan penagihan langsung kepada pihak payor atas invoice yang
sudah disampaikan oleh borrower kepada payor. Sebagai wakil yang
ditunjuk melaksanakan pengelolaan dan penagihan invoice kepada payor,
pihak lender berhak untuk medapatkan imbalan atas jasa (ujroh). Sehingga
secara umum, pihak lender saat masa akhir mendapatkan pengembalian atas

pokok Al — gard dan juga mendapatkan imbal jasa (ujroh).

Investree sebagai pihak penyelenggara akan mendapatkan upah / fee atas
jasa penyedia platform markeplace dari pihak borrower sebagai pihak yang
membutuhkan dana karena telah memudahkan pihak yang membutuhkan

dana untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak lender.

4. Mekanisme transaksi di Investree

Berikut disajikan mekanisme dalam transaksi P2PL Syariah
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BORROWER

INVESTOR/ 1
LENDER

G P2PL SYARIAH _b A
WEBSITE (WWW)
4 v
—
Q.
Wakalah bil Ujroh dan

pemberian ujroh Pemberian Ujroh

Gambar 4. 1

Mekanisme Transaksi Investree

Dibawah ini merupakan penjelan dari mekanisme transaksi P2PL syariah :

1. lender bertransaksi melalui penyelenggara dan bebas melilih borrower
yang akan didanai. Terjadi akad Al — Qard antara lender dengan
borrower. Dan terjadi akad wakalah bi al ujroh. Dalam hal ini lender
berhak memilih kepada siapa dana tersebut akan tersalurkan.

2. Penyelenggara sebagai perantara langsung memberikan dana yang telah
didapat dari lender kepada borrower yang telah dipilih.

3. Borrower mendapatkan dana untuk pengembangan usaha dan wajib
mengembalikan ujroh kepada penyelenggara karena sudah menjadi
perantara dalam transaksi.

4. Peyelenggara memberikan dana yang letah dibayarkan oleh borrower

kepada lender beserta ujroh karena telah memberikan suntikan dana.

Terdapat dua akad yang terpisah dalam transaksi ini yaitu :
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1. Akad yang dilakukan oleh lender dan borrower berupa akad Al- Qard
2. Akad yang dilakukan oleh lender dan borrower dengan penyelenggara

berupa akad wakalah bil ujroh.

Dalam transaksi investasi syariah pada P2PL tidak terjadi idle
(penimbunan dana) seperti di praktikan oleh perbankan. Dana langsung

tersalurkan kepada borrower selaku penerima dana.

B. Financial Technology (fintech) berbasis sistem peer to peer lending (P2PL)
dalam perspektif Hifdzu Mal
Penulis menggambarkan kesinambungan konsep hifdzu mal dengan

P2PL Investree sebagai berikut :



115

INVESTREE

Metode Produk — Akad — akad

transaksi Produk syariah

A 4
Regulasi

Hifdzu mal Teknis Fintech

Hifdzu mal
(perlindungan harta)

v 4

Magashid ammah
(ketentuan umum)

5

Kesepakatan
harus jelas

Adil dalam
bertarnsaksi

Komitmen
dengan
kesepakant-
an

Melindungi
kepemilikan

Ketentuan
akad — akad
syariah

Harta harus
terdistribu

Kewajiabn
bekerja dan
mem-
produksi

Investasi
harta

Investasi
dengan akad
mudharabah

Keseimbanga
n antara
keuntungan
dan resiko

Gambar 4. 3

Skema Transaksi P2PL Investree Dengan Konsep Hifdzu Mal
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Keterangan

= berdasarkan aplikasi

= berdasarkan wawancara
= garis yang menyatakan area yang diteliti

= garis koordinasi yang menyatakan hubungan keterkaitan

Investree yang merupakan fintech melibatkan kegiatan transaksi melalui
online yang memiliki metode transaksi, produk — produk syariah, akad —
akad yang digunakan. Analisis dilakukan melalui situs web di

WWW.investree.id

Setelah entry ke dalam situs web dan melakukan analisis selanjutnya
melakukan wawancara yang berkaitan dengan hifdzu mal, regulasi dan
teknis fintech kepada orang — orang yang berkopenten dalam bidangnya.
Selanjutnya menganalisis keterkaitan hasil dari situs web dan wawancara
dengan perfektif hifdzu mal (perlindungan harta)

Berdasarkan hasil analisis maka dijabarkan lagi hasil analisis terhadap
magashid ammah (syarat umum)

Untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik maka dijabarkan lagi
keterkaitannya dengan 10 poin yang terdapat di magashid ammah yaitu:
setiap kesepakatan harus jelas, adil dalam bertransaksi,komitmen dalam
kesepakatan, melindungi kepemilikan, kententuan akad — akad syariah,

harta harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi


http://www.investree.id/

117

harta, investasi dengan akad mudharabah, keseimbangan antara keuntungan

dan resiko.

Dari gambar skema diatas dapat dipahami bahwa transaksi P2PL Investree
dalam metode transaksi, produk — produk syariah, dan akad — akad dan hasil
wawancara mendasarkan pada konsep hifdzu mal dan maghasid ammah. Yang
mana hasil tersebut juga selaras dengan penjelasanan Al — Qur’an terkait upaya
menghindari penimbunan harta dengan cara distribusi harta dalam surat Al —

Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

R O O P P P | P (P FEPP L PR A
uj 3‘53;3 inﬂf)h éJSB‘ ujcéjszi-f c:u:.:ci\;‘ L’):; ijjﬂ uﬁ Y’ Zﬁs /L:‘ 1) gz\j gém‘j

i) S G0 5 1 58157 ) 543006 Al &g

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka
adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya
harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara
kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa
yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” !2
(QS Al —Hasyr :7)

Berikut penjelesanya :

a. Dalam konsep Hifdzu Mal
1. Dalam pemeliharaan harta, setiap orang berhak untuk menjaga hartanya.

Islam juga menghormati harta milik kaum muslimin. Berdasarkan

112 Departemen Agama RI, Al-Quran, dan Terjemahannya, (Bandung : CV Diponegoro,2010),546.
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penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari total informan yang
berjumlah 7 orang, dan 5 orang diantaranya menyatakan tentang hifdzu

mal dalam transaksi dengan hasil sebagai berikut : Setiap Kesepakatan

harus jelas

Tabel 4. 1

P2PL dalam Perspektif Hifdzul Mal

No | Informan Hasil Hasil Analisis
1. | Sandra Transaksi Berdasarkan hasil dari berbagai
terjamin dan aman | informan, maka hasil analisis
, tidak  ada | dari penelitian mengenai P2PL
penimbunan dalam persfektif Hifdzu Mal
harta, dan | antara lain tidak terjadinya
transaksi mudah | penimbunan harta  yang
2. | Pak Dian | Tidak ada idl | dilarang oleh agama Islam,
Berkah (penimbunan yang mana dalam transaksinya
harta) dalam | P2PL tidak ada penimbunan
transaksi harta oleh penyelenggara yang
3. | PakZ Harta terdistribusi | mana dana tersebut benar —
sehingga  dapat | benar  langsung  diberikan
menggerakan kepada pihak yang
perekonomian membutuhkan apabila pihak
4. |Pak Adrial | Aman dan mudah | yang bertransaksasi  sudah
Siaril saat berinvestasi | melengkapi persyaratan,
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5 | Pak Hury hifdzu mal apabila | selanjutnya yaitu harta dapat
pengelolaan harta | terdistribusi dengan adanya
sesuai prinsip | P2PL  ini  karena  dapat
syariah mengembangkan usaha
sehingga roda perekonomian
berputar dan tidak terjadinya
kesenjangan ekonomi. Dan
yang terakhir adalah transaksi
aman dan mudah sehingga
lender  maupun  borrower
merasa aman saat bertransaksi
khususnya lender yang

menginvestasikan uangnya.

Selain data diatas juga ada beberapa data pendukung terkait hifdzu
mal yang Investree menyerahkan seluruh dana denda (100%) untuk kegiatan

sosial.

b. Magashid ammah Magashid ammah merupakan penjabaran dari hifdzu
mal. Yang mana maghasid ammah merupakan tujuan disyariatkannya
beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Berikut ketentuan —
ketentuannya maqashid ammah : kesepakan harus jelas, adil dalam
bertransaksi, komitmen dalam kesepakatan, melindungi kepemilikan,

ketentuan akad — akad syariah, harta harus terdistribusikan, bekerja
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kewajiban dan memproduksi, investasi harta, investasi dengan akad
mudharabah, keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Berikut
penjelasannya :

1. Setiap Kesepakatan harus jelas

Dalam hal ini menjelaskan bahwa kesepakatan bisnis harus
diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad agar tidak terjadi
perselisihan. Orang yang berakad harus saling ridho dan suka sama suka
tidak ada yang didzalimi.

Dalam hal ini diterapkan oleh Investree melalui transaksi yang
transparan yang mana lender selaku orang yang mendanai berhak
memilih siapa yang akan diberikan pembiayaan. Sehingga tidak ada
keterpaksanaan dan mendanai dengan ridho sesuai kehendak dan selera
hati lender.

2. Adil dalam bertransaksi

Prinsip keadilan ini merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan
hukum agama. Yang mana keadilan ini diciptakan agar tidak terjadi
ketimpangan ekonomi. Prinsip keadilan bisa berupa dalam kegiatan
tolong menolong.

Adapun prinsip keadilan dalam Investree yaitu Investree sebagai
peneyelenggara membantu orang yang membutuhkan dana (borrower)
dan orang yang kelebihan dana (lender) agar saling tolong menolong.

3. Komitmen dalam kesepakatan
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Komitmen dalam kesepakatan yang dimaksud adalah komitmen
antara pelaku dalam kegiatan transaksi. Di Investree komitemen
kesepakatan antara borrower dengan lender diajukan dalam sebuah
pernyatan yang mana apabila kita menyetujui semua persyaratan
tersebut maka kita sudah berkomitmen untuk mentaati segala syarat dan
ketentuan yang berlaku.

Melindungi kepemilikan

Prinsip ini merupkan prinsip harus melindungi kepemilikan dan
haram hukumnya bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan
cara yang bathil.

Berdasarkan data penelitian salah satu lender Adrian Siaril
menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dalam Investree adalah
aman oleh sebab itu beliau memilih untuk berinvestasi di Investree. Tak
hanya itu dalam Investree juga dijelaskan bahwa ada ujroh yang
diberikan kepada marketplace dan lender sehingga transaksi benar —
benar transaparan dan tanpa mengambil harta orang lain dengan cara
yang batil.

Ketentuan akad — akad syariah

Akad yang dimaksud disini adalah ijab — gabul dalam kontrak
terhadap suatu urusan yang mana akad harus sesuai dengan rukun dan
syarat terdapat shigat, kedua pihak yang melakukan akad, dan objek

akad. Begitupun asas — asas akad harus diterapkan yaitu transparansi,
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kemudahan, sukarela, menepati janji, saling menguntungkan,
berdasarkan sebab yang halal.

Berdasarkan penelitian dalam P2PL pada Investree menerapakan
akad Al — Qard dan akad Wakalah Bil Ujroh yang telah sesuai dengan
ketentuan syariah.

Harta harus terdistribusi

Dalam islam dilarang menimbun harat untuk mencegah terjadinya
ketimpangan ekonomi oleh sebab itu harta harus didistribusikan.

Investasi merupakan salah satu pendistribusian harta yang mana kita
membantu orang yang membutuhkan harta. P2PL selain memberikan
fasilitas untuk berinvetasi juga memberikan fasilitas untuk
mendistribusikan harta dengan cara menolong orang yang butuh
pembiayaan. Berdasarkan data penelitian Investree merupakan
marketplace untuk mendistribusikan harta selain itu tidak terjadi
penimbunan harta dalam transaksinya karena transaksi langsung
diberikan kepada orang yang membutuhkan dana ketika mereka sudah
melengkapi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban bekerja dan memproduksi

Poin ini menjelaskan bahwa mencari rizeki menjadi kewajiban
untuk menyedikan kebutuhan harta, karena kalau tidak bekerja kita tidak
mungkin mendapatkan keuantungan.

Implementasi poin ini dalam transaksi P2PL di Investree yaitu

Investree sebagai penyelenggara transaksi bekerja untuk membantu
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borrower dan lender sehingga pihak Investree berhak mendapatkan
keuntungan dari usahanya yang berasal dari ujroh.
Investasi harta

Investasi harta merupakan upaya untuk mengmbangkan harta dan
menimbun harta.

Berdasarakan hasil penelitian P2PL memberikan fasilitas bagi para
lender untuk menginvestasikan hartanya dengan aman dan mudah.
Salah satu lender Adrian Siaril juga berinvestasi untuk menghindari
inflasi.

Investasi dengan akad mudharabah

Investasi ini dianjurkan untuk kerja sama demi mendapatkan
keuntungan. Dalam transaksi P2PL di Investree tidak menggunakan
akan mudharabah melainkan menggunakan akad Al- Qard dan Wakalah
bil Ujroh sehingga bukan akad kerjasama melainkan akad tolong
menolong.

Namun setelah dianalisis lebih mendalam menyatakan bahwa
transaksi menggunakan akad mudharabah muglatoh yang mana
pengelola modal bebas dalam mengelolaan usahanya.

Keseimbangan antara keuntungan dan resiko

Keseimbangan antara keuntungan dan resiko yang dimaksud adalah

pemilik modal berhak mendapatkan keuntungan karena resiko atas

modalnya.Hal ini diterapkan dalam P2PL di Investree yang mana lender
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berhak mendapatkan ujroh dari penyelenggara karena sudah membantu

dalam membiayai borrower.

C. Penemuan Baru

Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa dalam transaksi
transaksi Financial Technology (Fintech) berbasis sistem Peer To Peer
Lending (P2PL) dalam perspektif Hifdzu Mal (Pada Perusahaan Investree)
dalam transaksinya menerapkan akad Mudharabah Mutlagah yang pengelola
modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal.
Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha.
pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh

pengelola modal.

Begitu halnya yang diterapkan oleh Invetsree ketika lender memberikan
pembiayaan maka lender memberikan kuasa seutuhnya kepada borrower untuk
mengelola dananya sesuai dengan keeinginan borrower. Sehingga dalam
transaksinya lender sebagai orang yang meberikan dan tidak memberikan

batasan — batasan khusus kepada borrower.



BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan dengan metode wawancara dan
telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menjelaskan
kesimpulan Financial Technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending
(P2PL) dalam perspektif Hifdzu Mal. Berikut kesimpulan berdasarkan analisa

penulis

1. Finacial technology (fintech) berbasis sistem Peer to Peer lending

Merupakan metode bisnis baru yang berbasis technology. Metode terkait
transaksi tersebut bisa dilakukan transaksi pinjam meminjam online dan
investasi. Yang mana kegiatan transaksi dapat dilakukan kapan saja dan
dimana saja melalui gudget ( smartphone, tablet, laptop, komputer)
transaksi dilakukan 100% online dengan mengunakan bantuan internet.
P2PL menguhubungkan orang yang mempunyai kelebihan dana (lender)
dengan orang yang membutuhkan dana (borrower). Terdapat 3 produk
P2PL syariah di Investree yaitu pendanaan syariah, pembiayaan usaha
syariah, dan online seller financing syariah. pembiayaan uasha syariah dan
pendanaan syariah dikhususkan untuk perusahaan dengan sistem dijamin
oleh invoice (tagihan), sedangan online seller financing syariah merupakan

pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang telah bergabung di e-

125
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commerce (Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Matahari.com) selama minimal
2 tahun dengan omset minimal Rp 2 Juta/bulan. Teradapat 2 akad dalam

P2PL syariah yaitu akad Al- Qard dan akad Wakalah Bil Ujroh. Akad Al
— Qard dilakukan oleh lender dan borrower yang mana lender memberikan
bantuan dana kepada borrower. Akad Wakalah Bil Ujroh yang dilakukan
oleh lender dan borrower dengan penyelenggara sebagai perantara dalam
transaksi.

Berdasarkan hasil analasis menyatakan bahwa transaksi P2PL pada
perusahaan Investree menerapkan akad Mudharabah Mutlagah yang
pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan
modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan
usaha. pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan
oleh pengelola modal.

ketika lender memberikan pembiayaan maka lender memberikan kuasa
seutuhnya kepada borrower untuk mengelola dananya sesuai dengan
keeinginan borrower. Sehingga dalam transaksinya lender sebagai orang
yang meberikan dan tidak memberikan batasan — batasan khusus kepada

borrower.

. financial technology (fintech) berbasis sistem Peer To Peer Lending (P2PL)
dalam perspektif hifdzu mal pada perusahaan Investree
Transaksi P2PL di perusahaan Investree dinilai sudah sesuai dengan

dengan prespektif Hifdzu Mal (pemeliharaan harta) yang meliputi : tidak
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terjadi penimbunan harta, harta di investasikan dengan aman, harta
disitribusikan sesuai aturan syariah. Hal tersebut bisa terliat dari transaksi,
produk, dan akad yang diterapkan oleh Investree. Transaksi P2PL di
Investree juga sudah sesuai dengan ketentuan magashid ammah yang
meliputi : kesepakan harus jelas, adil dalam bertransaksi, komitmen dengan
kesepakatan, melindungi kepemilikan, ketentuan akad — akad syariah, harta
harus terdistribusikan, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi
harta, investasi dengan akad mudharabah, keseimbangan antara keuntungan
dan resiko. Namun pada poin investasi dengan akad mudharabah tidak
sesuai dengan yang terjadi di Investree karena Investree menggunakan akad
Al — Qard dan Wakalah Bil Ujroh yang berbasis tolong menolong bukan
akad kerjasama.

Meskipun tidak ada DPS namun ada 2 technical advisor sharia
business yang bertugas memberikan masukan dan membantu Investree
syariah dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah yang
direkomendasi oleh DSN MUI sesuai dengan surat rekomendasi yang

diterima.

SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang

mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak — pihak terkait :

1. Bagi Pihak Investree
Bagi pihak Investre diharapkan dapat mempertahankan prinsip — prinsip

syariah dan dapat menjalankan lebih baik lagi kedepannya. Dengan harapan agar
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setiap orang dapat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah khususnya dalam
perlindungan harta. Serta perlu adanya DPS untuk mengawasi prinsip syariah
dalam kegiatan transaksi. Serta perlu adanya pendampingan bagi usaha — usaha
yang kecil sehingga dapat membatu mereka dalam pengembangan usahanya.
Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai financial technology (fintech) berbasis sistem peer
to peer lending dalam perspektif Hifdzu Mal dalam skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, sehingga penulis mengharap kekurangan yang ada dapat
digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi
kekurangan yang berkaitan dengan financial technology (fintech) berbasis sistem

peer to peer lending tersebut.
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